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ABSTRAK
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NIM : 180106029
Judul : Peran BPN Kota Banda Aceh Dalam Penyelenggaraan

Pendaftaran Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di
Gampong Deah Raya Kecamatam Syiah Kuala
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Pembimbing | : M. Syuib, S.H.l,, M.H

Pembimbing Il : Azka Amalia Jihad, M.E.I

Kata Kunci . Peran BPN Kota Banda Aceh, Sertifikat Hak Milik,

Pendaftaran Tanah

Untuk menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan, pemerintah melalui
Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh
wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran tanah juga dibebankan kepada para
pemilik tanah untuk mendaftarkan hak atas tanahnya. Penyelenggaraan
pendaftaran tanah guna memperoleh jaminan kepastian hukum diatur dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria, dan diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah. Melihat hal ini, usaha yang dilakukan oleh
pemerintah cukup optimal, akan tetapi di Gampong Deah Raya yang berada di
Kecamatan Syiah Kuala penyelenggaraan pendaftaran sertifikat hak milik atas
tanah oleh BPN Kota Banda Aceh masih belum berjalan dengan baik dikarenakan
adanya beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam penerapannya.
Permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana mekanisme penyelenggaraan
pendaftaran sertifikat hak milik atas tanah, apa saja faktor yang menyebabkan
penyelenggaraan pendaftaran sertifikat hak milik atas tanah di Gampong Deah
Raya Kecamatan Syiah Kuala belum berjalan dengan baik, dan bagaimana peran
serta upaya BPN Kota Banda Aceh terhadap hambatan tersebut. Penelitian ini
merupakan penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penyelengaraan pendaftaran sertifikat hak milik atas tanah terbagi atas
pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis, adapun faktor yang
menyebabkan penyelenggaraan pendaftaran sertfikat hak milik atas tanah belum
berjalan dengan baik karena adanya beberapa faktor penghambat yang timbul
didalam masyarakat itu sendiri. Namun, dari hambatan yang terjadi tersebut dapat
diperoleh solusi-solusi yang sudah dilakukan oleh BPN Kota Banda Aceh guna
mengatasi aspek yang menjadi kendala, seperti menyediakan berbagai informasi
terkait pendaftaran tanah, memberikan layanan prima dan menyelenggarakan
program PTSL di Gampong Deah Raya, sehingga kedepannya penyelenggaraan
pendaftaran tanah ini dapat berjalan menjadi lebih baik.
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TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan
huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf | Nama | Huruf Nama Huruf | Nama | Huruf Nama
Arab Latin Arab Latin
\ Alf | tidak tidak b ta’ T te
dilamba | dilambangk (dengan
ngkan an titik di
bawah)
- Ba’ B Be L za z zet
(dengan
titik di
bawah)
< Ta’ T Te & ‘ain ¢ koma
terbalik
(di atas)
& Sa’ S es (dengan ¢ Gain G Ge
titik di
atas)
z Jim J je - Fa’ F Ef
z Ha’ h ha (dengan 3 Qaf Q Ki
titik di
bawah)
z Kha’ Kh ka dan ha 4 Kaf K Ka
2 Dal D De J Lam L El




3 Zal Z zet (dengan N Mim Em
titik di
atas)
B R& R Er U Niin En
J Zai Z Zet B) Wau We
o Sin S Es o Ha’ Ha
o Syin Sy es dan ye e Hamza Apostrof
h
o Sad S es (dengan I Ya’ Ye
titik di
bawah)
o= Dad d de (dengan
titik di
bawah)
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1) Vokal tunggal
Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
fathah A A
Kasrah | I
dammah U U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda

Nama huruf

Gabungan huruf

Nama

fathah dan ya’

Ai

adani




B fathah dan wau Au adanu

Contoh:

& -kataba
dxﬁ -fa‘ala
35'{ -zukira
AN -yazhabu
& -su'ila
< -kaifa
ds»  -haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

4.

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
s fathah dan alif atau A a dan garis di atas
ya:
.. kasrah dan ya’ 1 I dan garis di atas
3 dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh: )
dB&  -gala
R -rama
di - -gila
359 -yaqitlu
Ta’ marbiitah

1.

3.

Transliterasi untuk ¢@’ marbiitah ada dua:

Ta’ marbitah hidup

ta’ marbiitah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah ‘t’.

Ta’ marbitah mati

ta’ marbiitah yang mati atau mendapat harakat yang sukun,
transliterasinya adalah ‘h’.

Kalau dengan kata yang terakhir adalah ta’ marbitah itu ditransliterasikan
dengan ha (h).

Contoh:

Xi




JubYiia3;  -raud ah al-agal

L -raud atul atfal
55l -al-Madinah al-Munawwarah
o -AL-Madinatul-Munawwarah
aall  qlhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan
sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang
diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

L‘-’) -rabbana
J -nazzala
gl -al-birr
&l -al-hajj
Az -nu‘ ‘ima

6. Kata sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu ( J'), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf
gamariyyah.
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan sesuai
aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti
huruf syamsiyyahi maupun huruf gamariyyah, kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda

sempang.
Contoh:
[ -ar-rajulu
550l -as-sayyidatu
ez -asy-syamsu
) -al-galamu
et -al-badi‘u
I -al-jalalu
7. Hamzah
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Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.
Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan
Arab berupa alif.

Contoh:

O34 G -ta’ khuzina
¢ 34 -an-nau’
s -syai 'un

5 -inna

&4l -umirtu

Kl -akala

8. Penulisan kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain
yang mengikutinya.
Contoh:
G ) 8 sed Al 5 -Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin
-Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
&) 53l 5100 38 506 -Fa auf al-kaila wa al-mizén
-Fa auful-kaila wal- mizan

BEEN PR -Ibrahim al-Khalil
-Ibrahimul-Khall
b L Haslal e 4l ol -Bismillahi majraha wa mursah
il g o W e dig -Wa lillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti man istata ‘a
ilahi sabila
S 4dl) ¢ Uil 1 -Walillahi ‘alan-nasi hijjul-baiti manistata‘a
ilaihi sabi/a

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
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Contoh:

O300Y) 2234 a3 -Wa ma Muhammadun illa rasul
o Bl 5t alsl () -Inna awwala baitin wud i ‘a linndsi
485 La A%y il lallazi bibakkata mubarakkan

Gioall 48 O3 M) (limanhes -Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Quranu
-Syahru Ramad anal-lazi unzila fthil qur’anu
o GV LAE; wa lagad ra’ahu bil-ufuq al-mubin
Wa lagqad ra’ahu bil-ufugil-mubini
Gl Gl o dAall - Alhamdu lillahi rabbi al-‘Glamin
Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital
tidak dipergunakan.

Contoh:

w0 & mnl

GO Bz Al Gaial  -Nasrun minallahi wa fathun garib
Giad 5 & -Lillghi alOamru jami ‘an
Lillahil-amru jami ‘an
ale eos 05 A5 -Wallaha bikulli syai‘in ‘alim

10. Tawid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan limu
Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai
dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Samad Ibn Sulaiman.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayriit; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah di dalam Undang-Undang Pokok Agraria menggunakan istilah
agraria. Yang di maksud dengan hukum agraria adalah keseluruhan kaidah-kaidah
hukum dan norma-norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis yang
mengatur tentang agraria dan keagrariaan (kepengurusannya). Kaidah-kaidah
hukum dan norma-norma tersebut mengatur tentang hak-hak dan kewajiban-
kewajiban subjek hukum, hubungan-hubungan hukum, perbuatan-perbuatan
hukum yang berobjek agraria, akibat hukum, serta sanksi hukum.!

Tanah dan manusia memiliki hubungan yang sudah tidak dapat
dipisahkan. Salah satu yang sangat nyata terlihat adalah tanah menjadi tempat
untuk berpijak manusia dalam menjalankan kegiatan sehari-hari sehingga tanah
sangat berperan penting bagi kehidupan manusi.? Berdasarkan hal ini bahwasanya
tanah ini merupakan komponen penting dalam jalannya kehidupan manusia.
Tanah juga menjadi pijakan tempat untuk manusia mendirikan tempat tinggal atau
biasa disebut dengan rumah, yang pada umumnya dijadikan tempat untuk
beristirahat.

Berawal dari kebutuhan manusia tersebut yang salah satunya adalah
kebutuhan akan tempat tinggal, maka tentu diperlukan sebuah bidang tanah untuk
membangunnya, ditambah dengan kondisi masyarakat yang masih sangat
tergantung pada kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha yang sebagian besar bersifat
agraria membuat kebutuhan tanah semakin meningkat. Begitu bernilainya tanah
juga menyebabkan manusia akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun,
sehingga tanah dapat dikatakan sebagai suatu kebutuhan yang sangat penting bagi
manusia dan dirasa cukup penting untuk dimiliki. Dalam hal ini perlu diketahui

1 Arba, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta: Sinar Graha, 2015), him. 4-6.
2Wantjik Saleh, K., Hak Anda Atas Tanah, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1985),
HIm.7.
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bahwa untuk dapat memiliki hak atas suatu bidang tanah, maka yang harus
dilakukan adalah mengajukan permohonan pendaftaran tanah yang
diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka perolehan hak atas tanah dan
kepastian hukum untuk membuktikan bahwa ialah yang berwenang secara sah
atas suatu bidang tanah yang telah didaftar tersebut

Pendaftaran tanah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur, meluputi
pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam
bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidangtanah dan satuan-satuan rumah
susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah
yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak
tertentu yang membebaninya.® Berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwasannya
penyelenggaraan pendaftaran tanah ini dilakukan oleh pemerintah secara terus
menerus yang meliputi beberapa tahap mulai dari pengumpulan, pengolahan,
pembukuan, penyajian dan juga pemeliharaan data nyata maupun data hukum
yang nantinya berbentuk peta dan daftar. Kemudian pendaftaran tanah juga
merupakan kegiatan mengenai bidang tanah serta satuan rumah susun dan
kegiatan pemberian surat tanda bukti hak kepemilikan serta hak-hak tertentu
lainnya.

Hasil akhir dari kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh
pemerintah ini adalah pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang bersifat kuat.* Berdasarkan hal ini bahwasanya hasil akhir dari
proses kegiatan pendaftaran tanah nantinya akan diterbitkannya surat tanda bukti
hak yang dimana surat ini berlaku sebagai alat bukti yang sah atau dengan kata

lain alat bukti yang kuat dimata hukum. Surat tanda bukti kepemilikan hak yang

3Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, (Jakarta: Kencana Pranamedia
Media Group, 2012), him. 287.

“Harris Yonatan Parmahan sibuea, “Arti Penting Pendafiaran Tanah untuk Pertama
Kali”, Jurnal Hukum, Vol.2, No.2, November 2011, him. 289.



berlaku sebagai alat bukti ini berbentuk sertifikat. Surat tanda bukti hak
kepemilikan atas tanah itu diterbitkan oleh Pemerintah dan diserahkan kepada
pihak yang mendaftarkan tanah tersebut. Dengan diterbitkannya sertifikat kepada
pemiliknya maka diberikan pula kepastian dan perlingungan hukum baginya.

Mengenai penyelenggaraan pendaftaran tanah diatur didalam Undang-
Undang Nomor 5 tahun 1960 tantang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada
pasal 19 ayat (1) yang berbunyi “Untuk menjamin kepastian hukum oleh
Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia
menurut Kketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
Selanjutnya keharusan para pemilik tanah untuk mendaftarkan tanah juga
tercantum dalam Pasal 23 Ayat (1) yang berbunyi “hak milik, dan setiap
peralihan, hilangnya dan pembebanannya harus didaftarkan menurut aturan yang
terdapat dalam pasal 19”.° Berdasarkan hal ini bahwasannya tugas untuk
melakukan pendaftarkan tanah pada prinsipnya dibebankan kepada pemerintah
dan para pemegang hak atas tanah yang mempunyai kewajiban untuk
mendaftarkan tanahnya.

Kemudian ketentuan lebih lanjut pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan
bentuk pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka rechtscadaster yang
bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada
pemegang hak atas tanah.® Dalam Peraturan Pemerintah diatur pula bahwasannya
bidang tanah itu diwajibkan untuk didaftar sebagaimana dalam Pasal 4 Ayat (3)
yang berbunyi “Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf c, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan,

pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satan rumah

5T. Ahmad Denada dan Abdurrahman, “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama
Kali Secara Spoadik Di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya”, Jurnal Ilmiah
Mahasiswa, Vol. 5 No. 1, Februari 2021, him 27

®Bambang Harsono ddk., “Pranata hukum”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 1, Januari
2015, him. 69-70



susun wajib didaftar”. Berdasarkan hal ini bahwasannya penyelenggaraan
pendaftaran tanah juga bertujuan untuk mewujudkan kelengkapan data dari setiap
bidang tanah agar tercatat dan diketahui dengan mudah, baik mengenai riwayat,
kepemilikan, subjek haknya, keadaan fisik serta ketertiban prosedur dalam setiap
urusan yang menyangkut tanah.” Karena permasalahan yang paling mendasar
yang dihadapi bidang pertanahan ialah suatu kenyataan bahwa persediaan tanah
yang semakin terbatas sedangkan kebutuhan menusia akan tanah selalu
meningkat. Dengan kondisi tersebut maka pengaturan terhadap tanah dan
administrasi pertanahan sangat di butuhkan. 8

Adanya penyelenggaraan pendaftaran tanah merupakan salah satu upaya
Pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas
tanah bagi rakyat seluruhnya. Instansi pemerintah yang menyelenggarakan
pendaftaran tanah dalam masyarakat berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 adalah Badan Pertanahan Nasional. Berdasarkan hal ini
bahwasannya Badan Pertanahan Nasional merupakan instansi yang bertanggung
jawab untuk mendukung berjalannya administrasi- pertanahan dan hukum
pertanahan di Negara Indonesia. Pemerintah dalam hal ini harus berinisiatif
sedemikian rupa sehingga jaminan kepastian hukum dalam bidang agrarian
khususnya mengenai tertib hukum kepemilikan atas tanah dapat tercapai.
Kewenangan pemberian atau penetapan hak atas tanah hanya dapat dilakukan
oleh Negara melalui pemerintah (dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pertanahan
Nasional). Badan Pertanahan Nasional mempunyai kedudukan yang sangat
strategis yaitu ia menjadi tulang punggung yang mendukung administrasi

pertanahan dan hukum pertanahan di Negara Indonesia.®

"Ana Silviana dan Mira Novana Ardani, “Metode Menuju Tertib Administrasi Bidang
Pertanahan (Studi Di Desa Trisari Kecamatan Gubung Kabupaten Grobonga)”, Skripsi,
Semarang: fakultas Hukum Universitas Diponogoro, 2018.

8 Purwaningdyah, “Konsep Dasar Administrasi dan Administrasi Pertanahan”,
http://repository.ut.ac.id/4747/1/ADPU4335-M1.pdf diakses pada 3 Juli 2022 pukul 21:24

*Meita Djohan Oe, “Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran
Tanah”, Jurnal llmu Hukum, VVol.10, No.1, Januari 2015, him. 66-68


http://repository.ut.ac.id/4747/1/ADPU4335-M1.pdf

Kota Banda Aceh merupakan kotamadya dan ibukota dari Provinsi Aceh
dengan luas wilayah 61,36 km? dengan kepadatan penduduk mencapai
4.405,60/km?.1° Kota ini mempunyai 9 kecamatan dan 90 Gampong. Dengan luas
wilayah di Kota Banda Aceh dan Kepadatan tersebut tentunya menimbulkan
banyak permasalahan mengenai hak atas kepemilikan tanah. Salah satu
permasalahan yang sampai sekarang masih ditemukan yaitu mengenai
kepemilikan sertifikat terhadap kepemilikan hak milik atas tanah yang berada di
pemukiman masyarakat, salah satunya yakni pada Gampong Deah Raya
Kecamatan Syiah Kuala.

Gampong Deah Raya merupakan salah satu Gampong yang berada di Kota
Banda Aceh. Pentingnya pendaftaran tanah masih belum diikuti dengan baik oleh
sebahagian masyarakat. Adanya tanah-tanah yang belum didaftarkan dan belum
besertifikat ini disebabkan oleh berbagai faktor yang tidak dapat dihindari oleh
masyarakat. Tanah yang tidak terdaftar ini umumya merupakan yang dimiliki
secara turun-temurun oleh ahli warisnya yang berupa tanah tambak, tanah yang
ditempati/baru ditempati dan merupakan tanah kosong yang tidak ditinggali dan
juga ada tanah yang posisinya menjadi tanah ahli waris namun ahli waris tersebut
tidak berada di Gampong Deah Raya melainkan kepemilikan tanah yang letaknya
diluar tempat tinggal yang empunya.**

Kondisi seperti ini tentunya menimbulkan permasalahan mulai dari
kerugian pemilik tanah serta kerugian pada Negara, yang dimana disini salah satu
kerugian pada pemegang hak ialah tidak adanya kepastian hukum yang diperoleh
terhadap tanah tersebut sehingga berkemungkinan terjadinya konflik pertanahan

dan saling klaim kepemilikan. Kemudian salah satu kerugian pada Negara yaitu

Onttps://perkotaan.bpiw.pu.go.id, diakses 17 September 2021, Pukul 20.31

\wawancara dengan Samsul Bahri, Sebagai Kepala Dusun Syekh Abdul Rauf Gampong
Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala, Senin 20 September 2021, Pukul 10.00 WIB
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setiap tanah yang tidak terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional mengakibatkan
munculnya kekeliruan dalam menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).?
Berdasarkan uraian di atas dan mengingat pentingnya peran pendaftaran
sertifikat hak milik atas tanah yang dimana merupakan surat bukti kepemilikan.
Pada kasus ini, belum ada kesadaran dari sebahagian masyarakat pemegang hak
kepemilikan tanah untuk melakukan pendaftaran tanah pada Badan Pertanahan
Nasional Kota Banda Aceh. Nantinya penelitian ini bertujuan untuk menemukan
solusi dan cara untuk memecahkan permasalahan yang terjadi, bermaksud agar
Negara serta masyarakat pada wilayah Kota Banda Aceh khususnya pada
Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah kuala tidak terugikan dari permasalahan
tanah tidak terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional. Berdasarkan latar belakang
diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Badan
Pertanahan Nasional Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Sertifikat Hak
Milik Atas Tanah Di Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan
beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini
yaitu:
1. Bagaimana mekanisme penyelenggaraan pendaftaran sertifikat hak milik
atas tanah oleh BPN Kota Banda Aceh?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan penyelenggaraan pendaftaran
sertifikat hak milik atas tanah di Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah
Kuala belum berjalan dengan baik?
3. Bagaimana peran dan upaya BPN Kota Banda Aceh terhadap hambatan
penyelenggaraan sertifikat hak milik atas tanah di Gampong Deah Raya

Kecamatan Syiah Kuala?

2Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, (Jakarta: Kencana Pranamedia
Group), him. 295.



C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui mekanisme penyelenggaraan pendaftaran sertifikat hak
milik atas tanah oleh BPN Kota Banda Aceh
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan penyelenggaraan
pendaftaran sertifikat hak milik atas tanah di Gampong Deah Raya
Kecamatan Syiah Kuala sehingga belum berjalan dengan baik
3. Untuk mengkaji bagaimana peran dan upaya BPN Kota Banda Aceh

terhadap hambatan penyelenggaraan sertifikat hak milik atas tanah di

Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala
D. Tinjauan Pustaka

Berikut ini adalah beberapa penelitian skripsi yang telah dilakukan
terdahulu yang memiliki kesamaan dan keterkaitan dengan judul penelitian yang
dilakukan penulis, yaitu:

Skripsi yang berjudul Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atah Tanah di
Kantor Pertanahan Kota Tegal, hasil karya Ellana Nur Syafitri Mahasiswi
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Tahun 2018.
Dalam Skripsi menjelaskan tentang bagaimana proses pendaftaran hak milik atas
tanah di kantor pertanahan kota tegal serta membahas Kendala kendala dan solusi
dalam pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik di kantor pertanahan kota tegal.*3

Skripsi yang berjudul Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali
Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Asas
Akurasi, hasil karya Dwi Nur Indah Sari Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas
Pancasakti Tegal Tahun 2020. Dalam Skripsi ini menjelaskan Bagaimana
mekanisme pendaftaran tanah pertama kali melalui program pendaftaran tanah

sistematis lengkap berdasarkan asas akurasi serta menjelaskan hambatan-

BEllana Nur Syafiitri, “Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atah Tanah di Kantor
Pertanahan Kota Tegal” Skripsi, Tegal: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2018.



hambatan dan solusi dalam mekanisme pendaftaran tanah pertama kali melalui
program pendaftaran tanah sistematis lengkap berdasarkan asas akurasi.'*

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Prosedur
Penerbitan Sertifikat Tanah untuk Pertama Kali di Kantor Pertanahan Kota
Makassar, hasil karya Putri Cut Keumalahayati Mahasiswi Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin Tahun 2017. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana
pelaksanaan prosedur penerbitan sertifikat tanah untuk pertama kali di kantor
pertanahan kota Makassar serta faktor penghambat dalam pelaksanaan prosedur
penerbitan sertifikat tanah untuk pertama kali di kantor pertanahan kota
Makassar.®

Skripsi‘yang berjudul Prosedur Memperoleh Sertifikat Hak Atas Tanah
dan Kepastian Hukumnya Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, hasil karya
Yusnita Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Tahun 2005. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana prosedur untuk
memperoleh sertifikat hak atas tanah serta apakah dengan adanya sertifikat hak
atas tanah sudah mempunyai kepastian hukum atas hak seseorang.®

Dari beberapa karya ilmiah diatas maka dapat diperoleh kenyataan bahwa
belum ada yang melakukan suatu penelitian tentang judul yang sama dengan
penulis yaitu menegenai ‘“Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam
Penyelenggaraan Pendaftaran Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di Gampong Deah
Raya Kecamatan Syiah Kuala”. Penelitian ini lebih difokuskan terhadap peran

“Dwi Nur Indah, “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Melalui Program
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Asas Akurasi” Skripsi, Tegal: Fakultas
Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2020.

15 Putri Cut Keumalahayati, “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Prosedur
Penerbitan Sertifikat Tanah untuk Pertama Kali di Kantor Pertanahan Kota Makassar” Skripsi,
Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.

16 Yusnita, “Prosedur Memperoleh Sertifikat Hak Atas Tanah dan Kepastian Hukumnya
Menurut Undang-Undang Pokok Agraria” Skripsi, Makassar: Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2005.



Badan Pertanahan Nasional terhadap permasalahan pelaksanaan pendaftaran

sertifikat hak milik atas tanah di Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala.

E. Penjelasan Istilah

Untuk mendapatkan kejelasan makna dan menghindari kemungkinan

adanya penafsiran yang salah dalam memahami penelitian ini, maka penulis

memberikan penegasan pada istilah-istilah yang terdapat pada judul yang

dipaparkan yakni sebagai berikut:

1.

Peran

Peran menurut Soerjono Soekanto merupakan aspek dinamis kedudukan
(status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai
dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. *” Peran dapat
diartikan juga sebagai aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu
lembaga/organisasi, dimana peran yang harus dijalankan ini biasanya
diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga
tersebut. Setiap individu memiliki peran yang berbeda-beda sesuai
dengan kedudukan yang mereka tempati, kedudukan yang mereka
tempati itu menimbulkan harapan-harapan atau keinginan tertentu dari
masyarakat sekitarnya.'®

Penyelenggaraan

Penyelenggaraan menurut KBBI diartikan sebagai sebuah proses, cara,
dan perbuatan menyelenggarakan dalam berbagai-bagai arti (seperti:
penyelenggaraan kongres bahasa Indonesia). Arti lainnya yaitu
penyelenggaraan merupakan pemeliharaan.'® Penyelenggaraan ini pasti

tidak hanya berpihak pada individu-individu tertentu saja, tetapi

2010).

7Kustini, Peranan forum Kerukunan Umat Beragama, (Jakarta: Maloho Jaya Abadi,

8David Berry, “Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi”, penerjemah team dari Lembaga

Penelitian & Perkembangan Sosilogi (LPPS), Jakarta : Rajawali 1981, HIm. 99

http://kbbi.lektur.id , diakses 25 Desember 2021, pukul 10:51 WIB
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kebijaksanaannya yang mendalam dan kemuliaannya meluas ke semua
orang.
3. Sertifikat Tanah
Sertifikat menurut KBBI adalah tanda atau surat keterangan (pernyataan)
tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan
sebagai bukti kepemilikan,?® dan tanah menurut KBBI adalah permukaan
bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali.?* Sertifikat tanah merupakan
tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang
yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atas
sebidang tanah. Sertifikat tanah memiliki kedudukan yang sangat penting
karena terkait dengan masalah legalitas dan jadi bukti kuat penguasaan
atas lahan.??
4. Hak Milik
Hak milik menurut KBBI diartikan sebagai hak untuk menggunakan atau
mengambil keuntungan dari suatu benda yang berada dalam kekuasaan
tanpa merugikan pihak lain dan dipertahankan terhadap pihak mana
pun.?® Hak milik adalah hak yang turun-temurun, terkuat dan terpenuh
yang dapat dipunyai orang atas tanah dan memberikan kewenangan
untuk menggunakannya bagi segala macam keperluan selama waktu
yang tidak terbatas, sepanjang tidak ada larangan khusus untuk itu.?
F. Metode Penelitian
Terdapat prinsip dalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah, data

yang bersifat objektif dan lengkap sangat diperlukan. Pastinya semua itu harus

2https://kbbi.web.id/sertifikat.html , diakses 20 April 2022, pukul 00:49 WIB

Zhttps://kbbi.lektur.id/tanah , diakses 20 April 2022, pukul 10:30 WIB

22ttps://www.pinhome.id/kamus-istilah-properti/sertifikat-tanah/ , diakses 20 April 2022,
pukul 11:42 WIB

Zhttps://kbbi.lektur.id/hak-milik , diakses 20 April 2022, pukul 11:32 WIB

2 https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-hak-milik-atas-tanah-dengan-
rumah-susun-I1t516c051e56¢c3 , diakses 20 April 2022, pukul 01:15 WIB


https://kbbi.web.id/sertifikat.html
https://kbbi.lektur.id/tanah
https://www.pinhome.id/kamus-istilah-properti/sertifikat-tanah/
https://kbbi.lektur.id/hak-milik
https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-hak-milik-atas-tanah-dengan-rumah-susun-lt516c051e56cc3
https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-hak-milik-atas-tanah-dengan-rumah-susun-lt516c051e56cc3
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sesuai dengan metode yang akan digunakan nantinya didalam penulisan karya
ilmiah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode yuridis
empiris.

1) Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus (case
approach). Penelitian ini mengkaji mengenai data-data yang berkaitan tentang
penerapan atau implementasi ketentuan hukum secara yuridis dengan peraturan
perundang-undangan serta Peraturan Pemerintah yang berlaku. Penelitian ini
dilakukan secara langsung (in action) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang
berada di kehidupan masyarakat (fakta empiris).

2) Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian
yuridis empiris, yaitu mengkaji mengenai hukum yang berlaku, dan melihat
kenyataannya di masyarakat. Data nantinya dikumpulkan dengan menggunakan
beberapa teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara atau
interview dan dokumentasi.

3) Sumber Data

Pada Penelitian empiris ini sumber data dibedakan menjadi tiga yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara
melakukan wawancara secara langsung atau turun kelapangan (lokasi yang
menjadi objek penelitian). Penulis memperoleh data primer dari hasil wawancara
penulis dengan narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang didapatkan dari kepustakaan serta
didapatkan oleh penulis dari peraturan perundang-undangan, peraturan
pemerintah, buku, artiker, jurnal, dan karya tulis ilmiah yang mempunyai

keterkaitan dengan penelitian ini.
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c. Data Tertier

Data yang didapatkan dari ensiklopedia serta Kamus Besar Bahas
Indonesia yang nantinya berfungsi untuk mendukung data primer serta data
sekunder pada penelitian ini.

4) Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara ialah suatu cara yang digunakan penulis untuk memperoleh
keterangan secara lisan yang nantinya digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.
Disini yang penulis gunakan ialah wawancara dengan menggunakan daftar
pertanyaan. Kemudian nantinya hasil dari wawancara ini bertujuan untuk
menemukan data yang akurat serta jelas tentang informasi yang menjadi fokus
penelitian.

5) Analisis Data

Berdasarkan pada rumusan masalah dan juga pembahasan dalam rumusan
masalah maka dapat disimpulkan bahwa teknik analisis data yang penulis
gunakan disini ialah pendekatan kualitatif yang dimana pendekatan ini
mendekskripsikan segala data yang diperoleh dalam bentuk kalimat dan bukan
dalam bentuk angka statistik.

6) Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan dalam penyusunan karya ilmiah ini merujuk kepada
buku “Pedoman Penulisan Skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Ar-Ranirry dan referensi lainnya yang berkaitan dengan topik
penulisan
G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini penulis menggunakan penulisan dalam bentuk karya
ilmiah dengan sistematikan pembahasan, penulis menjabarkan penulisan karya

ilmiah kedalam empat bab yang terdiri dari:
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Bab Satu, disini berisi Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang
Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Penjelasan
Istilah, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Dua, disini berisi Kajian Pustaka yang merupakan landasan teori
tentang pendaftaran sertifikat hak milik atas tanah dan peran badan pertanahan
nasional dalam penyelenggaraan pendaftaran sertifikat hak milik atas tanah

Bab Tiga, disini membahas tentang penjelasan serta paparan dari hasil
penelitian terhadap mekanisme penyelenggaraan pendaftaran sertifikat hak milik
atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh, faktor yang
menyebabkan penyelenggaraan pendaftaran sertifikat hak milik atas tanah di
Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala sehingga belum berjalan dengan
baik, dan bagaimana peran serta upaya Badan Pertanahan Nasional Kota Banda
Aceh terhadap hambatan penyelenggaraan pendaftaran sertifikat hak milik atas
tanah tersebut di Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala

Bab Empat, berisi kesimpulan dari keseluruhan uraian hasil penelitian dan
pembahasannya. Selain itu bab ini juga berisikan saran-saran yang diharapkan

dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi.



BAB DUA
LANDASAN TEORI

A. Tanah Dan Hukum Tanah
1. Pengertian Tanah dan Hukum Tanah

Tanah dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai permukaan bumi,
atau lapisan bumi yang paling atas. Tanah juga merupakan bahagian permukaan
bumi yang terdiri daripada mineral dan bahan organik. Tanah sangat penting
peranannya bagi kehidupan di bumi, karena tanah mampu mendukung
berjalannya kehidupan. Tanah dapat kita manfaatkan untuk bercocok tanam yang
kemudian dapat menghasilkan tanaman untuk jual beli tanaman. Hal itu berarti,
tanah bukan saja bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia, tetapi juga
kehidupan seluruh makhluk hidup.?

Tanah adalah salah satu objek yang diatur oleh hukum Agraria. Tanah
yang diatur oleh hukum agraria itu bukanlah tanah dalam berbagai aspeknya, akan
tetapi tanah dari aspek yuridisnya yaitu yang berkaitan langsung dengan hak atas
tanah yang merupakan bagian dari permukaan bumi,* sebagaimana diatur dalam
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa atas
dasar hak menguasai Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan
adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat
diberikan kepada dan dipunyai orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama
dengan orang lain serta badan-badan hukum.

Pengertian Hukum Tanah menurut Urip Santoso merupakan keseluruhan
ketentuan-ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis yang semuanya
mempunyai objek pengaturan yang sama yaitu hak penguasaan atas tanah sebagai

lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret, beraspek

ZDesy A.P, Mengenal Tanah, (Sukoharjo: Graha Printama Selaras, 2019), him. 29.

%Arba, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta: Sinar Graha, 2015), him. 7.
14
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publik dan privat, yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis, hingga
keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem. Berdasarkan
hal ini, ketentuan-ketentuan Hukum Tanah yang tertulis bersumber pada Undang-
Undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaanya yang secara khusus
berkaitan dengan tanah sebagai sumber utamanya, sedangkan ketentuan-
ketentuan Hukum Tanah yang tidak tertulis bersumber pada Hukum Adat tentang
tanah dan yurisprudensi tentang tanah sebagai sumber hukum pelengkapnya.

Sedangkan menurut Effendi Perangin Hukum Tanah adalah keseluruhan
peraturan-peraturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang
mengatur hak-hak penguasaan atas Tanah yang merupakan lembaga-lembaga dan
hubungan-hubungan hukum yang konkret.?”

2. Fungsi dan Peran Tanah Bagi Kehidupan Manusia

Kebutuhan masyarakat akan tanah dari hari ke hari terus mengalami
peningkatan sejalan dengan pesatnya pembangunan yang ada di Indonesia.
Dengan demikian fungsi tanah juga mengalami perkembangan sehingga
kebutuhan masyarakat akan hak atas tanah juga terus mengalami perkembangan
yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang beranegaragaman.

Dalam berbagai aspek kehidupan manusia pasti membutuhkan tanah,
begitu pentingnya tanah bagi manusia. Berbagai aktivitas manusia selalu
berhubungan dengan tanah. Manusia bermukim di atas tanah dan memperoleh
bahan pangan dengan memberdayakan tanah. Manusia memerlukan rumah
sebagai tempat berlindung, begitu pula gedung bertingkat, kantor, pabrik,
perusahaan, dan sebagainya di dirikan di atas tanah. Bahan makanan yang
dibutuhkan manusia juga ditanam di atas tanah. Manusia juga membutuhkan
tanah untuk melakukan eksploistasi bahan tambang yang ada di dalamnya.?®

Z’Urip Santoso, Hukum Agraria: Kajian Komprehensif, (Jakarta: Kencana Pranamedia
Group, 2012) him. 10.

%8 Damsik  Yanjui, Tanah Dan Fungsinya Bagi Manusia, 2010,
http://damsikyanjuj.blogspot.com/2010.html , diakses 4 Januari 2021 pukul 11:24


http://damsikyanjuj.blogspot.com/2010.html
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Tanah sebagai simbol status mendorong manusia untuk menguasai tanah,
sehingga berbagai upaya akan dilakukan manusia untuk menguasai tanah dan
mempertahankan haknya dari orang lain. Karena pada dasarnya, hubungan antara
manusia dengan tanah bersifat relatif, artinya kekuasaan manusia terhadap tanah
tidak tanpa batas atau dengan kata lain setiap manusia dapat berhubungan dengan
tanah, akan tetapi setiap orang pasti membutuhkan tanah untuk hidupnya.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat dipahami bahwa melakukan
pendaftaran tanah kepada pemerintah (dalam hal ini diselenggarakan oleh Badan
Pertanahan Nasional) merupakan hal yang sangat penting dalam rangka perolehan
hak atas tanah untuk membuktikan bahwa ialah yang berwenang secara sah atas
suatu bidang tanah yang telah didaftar tersebut.

B. Badan Pertanahan Nasional
1. Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional

Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat merupakan tugas
negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah bagi kepentingan rakyat dalam rangka
memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Sesuai dengan Pasal
19 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa untuk menjamin
kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah
Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.
Selanjutnya Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran tanah di
seluruh Wilayah Republik Indonesia menurut pasal 5 Peraturan Pemerintah No.
24 Tahun 1997 adalah Badan Pertanahan Nasional.?

Badan Pertanahan Nasinoal menurut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun
2006 pada Pasal 1 ayat (1) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lebih lanjut ayat (2)
dari pasal yang sama menentukan Badan Pertanahan Nasional dipimpin oleh

Kepada Badan Pertanahan Nasional. Sejalan dengan hal ini pada Pasal 2 Peraturan

2Urip Santoso, Perolehan Hak Atas Tanah, (Surabaya: Kencana, 2015) him. 118.



17

Presiden Nomor 10 Tahun 2006 dijelaskan bahwa Badan Pertanahan Nasional
mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara
nasional, ragional dan sektoral”.

Badan Pertanahan Nasional bertugas membantu presiden tersebut dalam
mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan baik berdasarkan
Undang-Undang Pokok Agraria maupun peraturan perundang-undangan lainnya
yang meliputi pengaturan, penggunaan, penguasaan dan pemilihan tanah,
pengurusan hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain
yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan oleh presiden. *

Dalam “melaksanakan tugasnya tersebut Badan Pertanahan Nasional
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Merumuskan kebijakan dan perencanaan penguasaan dan penggunaan

tanah;

b. Merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan pengaturan pemilik tanah
dengan prinsip-prinsip bahwa tanah mempunyai fungsi sosial
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria;

c. Merencanakan pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran tanah
dalam upaya membantu kepastian hukum di bidang pertanahan;

d. Melaksanakan pengurusan hak-hak atas tanah dalam rangka
memelihara tertib administrasi di bidang pertanahan;

2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam

Pendaftaran Tanah

Secara tegas kewenangan pemberian atau penetapan hak atas tanah hanya
dapat dilakukan oleh Negara melalui pemerintah (dalam hal ini dilakukan oleh

Lembaga Pemerintah Non Kementrian Badan Pertanahan Nasional). Pemberian

%Endeng, “Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dibawah Kementrian Agraria dan
Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang”, Jurnal Hukum Positum, Vol. 4,
No. 1, Juni 2019, him. 124
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jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya
merupakan salah satu tujuan pokok Undang-Undang Pokok Agraria yang sudah
tidak bisa ditawar lagi.

Sehingga Undang-Undang menugaskan kepada pemerintah untuk
mengelola dan mengembangkan Administrasi Pertanahan serta mengadakan
pendaftaran tanah di seluruh Indonesia yang bersifat rechtscadaster yang
bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian haknya, serta fiscal
cadaster yang bertujuan dalam rangka keperluan pemungutan pajak. Dengan
demikian diberikanlah kewenangan kepada pemegang hak atas tanah untuk
memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya.3!

Pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan
kewajiban pemerintah, dan karena itu pemerintah harus berinisiatif sedemikian
rupa sehingga jaminan kepastian hukum dalam bidang agraria, Khususnya
mengenai tertib hukum kepemilikan atas tanah dapat tercapai.>?

Tugas melakukan pendaftaran tanah pada prinsipnya dibebankan kepada
Pemerintah dan para pemilik hak atas tanah yang mempunyai kewajiban untuk
mendaftarkan hak atas tanahnya, karena keberhasilan pelaksanaan pendaftaran
tanah sangat bergantung pada peranan masyarakat dan pemerintah. Dalam sistem
hukum tanah nasional, Badan Pertanahan Nasional mempunyai kedudukan yang
sangat strategis, bukan saja hanya sekedar sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal
19 Undang-Undang Pokok Agraria saja, tetapi ia menjadi tulang punggung yang
mendukung berjalannya administrasi pertanahan dan hukum pertanahan di
Negara Indonesia.

Pendaftaran tanah sangat penting bagi pemegang hak atas tanah demi

terjaminnya kepastian hukum dan terselenggaranya tertib administrasi terhadap

$1Bambang Harsono ddk., “Pranata hukum”, Jurnal I[lmu Hukum, Vol. 10, No. 1, Januari
2015, hlm. 68-69

%2Elko Lucky Mamesah, Karya Ilmiah: “Kegunaan Pendaftaran Tanah Bagi Pemilik
Tanah”, (Manado, USR, 2012), him. 12
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hak atas tanah yang bersangkutan, sehingga dengan mudah dapat mengetauhi
status atau kedudukan hukum tanah tersebut serta tersedianya data fisik dan data
yuridisnya. Kepada pemegang hak yang sah tersebut nantinya akan diberikan
sertifikat tanah yang berisi data fisik dan data yuridis. Dengan diterbitkannya
sertifikat hak atas tanah, maka subjek hak dan objek haknya menjadi nyata.*
C. Pendaftaran Tanah di Indonesia
1. Pengertian, Tujuan dan Manfaat Pendaftaran Tanah

Untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan ada
dua hal yang harus diperhatikan, yaitu perlu adanya hukum tanah yang tertulis
dan penyelenggaraan pendaftaran tanah. Dengan kata lain, apabila membicarakan
pendaftaran tanah, berarti berbicara mengenai salah satu usaha dalam rangka
mewujudkan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan.** Pendaftaran tanah
ini diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan
lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut
pertimbangan Menteri Agraria.

Pengertian pendaftaran tanah dalam Pasal 1 huruf 1 Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 adalah:

“Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara
terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi
pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta
pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan
daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah
susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-
bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan
rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.

Pendaftaran tanah menurut Samun Ismaya merupakan suatu rangkaian
kegiatan, yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus dan teratur,

berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah yang

33Bambang Harsono ddk., “Pranata hukum”..., him. 70

3 Arie Sukanti Hutagalung, Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia, (Jakarta: Raih
Asa Sukses, 2012), him. 6.
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ada diwilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi
kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum
dibidang pertanahan, termasuk penertiban tanda buktinya dan pemeliharaannya.®
Berdasarkan ketentuan ini dapat dipahami bahwasannya pendaftaran tanah
merupakan persyaratan dalam upaya menata dan mengatur peruntukan,
penguasaan, kepemilikan dan penggunaan tanah termasuk untuk mengatasi
berbagai permasalahan pertanahan.

Pada ketentuan diatas demikian pula dapat diketahui salah satu rangkaian
kegiatan pendaftaran tanah adalah adanya data fisik dan data yuridis yang
dilakukan dalam bentuk peta dan daftar dari bidang-bidang tanah dan satuan
rumah susun, diantaranya:

a. Data Fisik, yaitu data mengenai letak tanahnya, batas-batasnya dan

luasnya serta bangunan dan tanaman yang ada di atasnya.

b. Data Yuridis, yaitu data mengenai nama hak atas tanah, siapa
pemegang haknya, peralihan dan pembebanannya.3®

Adapun tujuan pendaftaran tanah sebagaimana dalam Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, maka tujuan
pendaftaran tanah yaitu:

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-
hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya
sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

Tujuan pemberian jaminan kepastian hukum merupakan tujuan
utama dalam pendaftaran tanah sebagaimana yang ditetapkan oleh
Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria. Perolehan sertifikat, bukan

%Samun Ismaya, Hukum Administrasi Pertanahan, (Yogyakarta: Graha llmu, 2013),
him. 93.

%bid., him. 94.
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sekedar fasilitas melainkan merupakan hak pemegang atas tanah yang
dijamin oleh undang-undang.

Jaminan kepastian hukum sebagai tujuan pendaftaran tanah
meliputi:

1) Kepastian status hak yang didaftar, artinya dengan pendaftaran
tanah akan dapat mengetahui dengan pasti status hak yang
didaftar.

2) Kepastian subjek hak, artinya dengan pendataran tanah akan
dapat diketahui dengan pasti siapa pemegang haknya, apakah
perseorangan, sekelompok secara bersama-sama, ataupun badan
hukum.

3) Kepastian objek hak, artinya dengan pendaftaran tanah akan
diketahui dengan pasti letak tanah, batas tanah, dan ukuran (luas)
tanah.

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak  yang
berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat
memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan
hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun
yang sudah terdaftar.

Dengan terselenggaranya pendaftaran tanah juga dimaksudkan
untuk terciptanya suatu pusat informasi mengenai bidang-bidang tanah
sehingga pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah dengan
mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan
perbuatan hukum mengenai bidang tanah dan satuan rumah susun
yaang sudah terdaftar.

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.®’

$7Urip Santoso, Hukum Agraria: Kajian Komprehensif..., him. 292-294
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Tertib administrasi pertanahan merupakan kebijakan pokok
pertanahan dalam rangka untuk mewujudkan kelengkapan data dari
setiap bidang tanah agar tercatat sehingga diketahui dengan mudah,
baik mengenai riwayat, kepemilikan, subjek haknya, keadaan fisik serta
ketertiban prosedur dalam setiap urusan yang menyangkut tanah
melalui pendaftaran tanah. Untuk mewujudkan tertib administrasi
pertanahan, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk
peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak
milik atas satuan rumah susun wajib didaftar. ®

Adminitrasi pertanahan merupakan upaya pemerintah dalam
menyelenggarakan kebijakan di bidang pertanahan yang pelaksanaanya
dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional. 3° Penyelenggaraan
administrasi pertanahan ini bertujuan untuk menuju kepada penerimaan
kegiatan sektor publik untuk mendukung kepemilikan pembangunan,
penggunaan, hak atas tanah, dan pemindahan hak atas tanah.

Di era pembanguanan ini, khususnya di bidang pertanahan, maka
sasaran pembangunan di bidang pertanahan ialah terwujudnya tertib
administrasi pertanahan. Administrasi pertanahan sangat di butuhkan
dalam suatu kebijakan yang digariskan oleh pemerintah yaitu di dalam
mengatur hubungan antara tanah dengan orang agar terciptanya
keamanan dan ketentraman dalam mengelola tanah tersebut. 4

Berdasarkan hal di atas, maka akan terwujudlah tertib administrasi

pertanahan yang akan menimbulkan kepastian hukum pertanahan dan

% Ana Silviana, Mira Novana Ardani, “Metode Menuju Tertib Administrasi Bidang
Pertanahan (Studi di Desa Trisari Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan”, Jurnal masalah-
masalah hukum, Vol. 47, No. 3, 2018

% Purwaningdyah, “Konsep Dasar Administrasi dan Administrasi Pertanahan”,
http://repository.ut.ac.id/4747/1/ADPU4335-M1.pdf diakses pada 3 Juli 2022 pukul 23:59

“Hamriiani Akmar, “Pelayanan Tertib Administrasi Pertanahan di Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Wajo” Skripsi, Makassar: Fakultas IImu Sosial Universitas Negeri Makassar,
2016
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hak-hak serta penggunaannya, yang semuanya hal ini akan

menciptakan suasana ketentraman dalam masyarakat dan pengayoman

masyarakat dari tindakan-tindakan semena-mena serta persengketaann

di bidang pertanahan.

Pihak-pihak yang memperoleh maanfaat dengan diselenggarakannya

pendaftaran tanah, yaitu:

a. Manfaat bagi pemegang hak

C.

1)

2)
3)
4)
5)
6)

Dengan mudah dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai
pemegang hak. Karena, dibandingkan dengan alat bukti tertulis
lain, sertifikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat atas
kepemilikan hak atas tanah, serta dapat membuktikan, mengenai
keadaan-keadaan dari tanah tersebut

Memperoleh jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum.
Memudahkan dan mempersingkat proses peralihan hak atas tanah.
Harga tanah menjadi lebih tinggi.

Dapat dijadikan jaminan utang nilainya lebih tinggi

Penetapan besaran pajak bumi dan bangunan tidak mudah keliru

Manfaat bagi pemerintah

1)

2)

3)

4)

Akan terwujudnya tertib administrasi pertanahan. Adanya
sertifikat hak atas tanah membuktikan bahwa data tanah yang
bersangkutan telah terdaftar dan tersimpan lengkap pada kantor
pertanahan.

Dapat mempelancar kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan
tanah dalam program pembangunan.

Data pertanahan sangat penting untuk pembangunan infrastruktur
seperti tol, perencanaan pipa-pipa irigasi, dan lain-lain.

Dapat mengurangi sengketa di bidang pertanahan, misalnya

sengketa batas-batas tanah.

Manfaat bagi calon pembembeli atau kreditur
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1) Bagi calon pembeli atau kreditur dapat memperoleh keterangan
yang jelas mengenai data fisik dan data yuridis tanah yang akan
menjadi objek perbuatan hukum.

2) Sertifikat hak atas tanah memberikan kepercayaan bagi pihak
bank, lembaga keuangan non bank atau kreditur lainnya untuk
memberikan pinjaman uang kepada pemilik sertifikat.*

2. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah

Yang menjadi dasar hukum pendaftaran tanah di Indonesia adalah:

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (selanjutnya akan disebut
Undang-Undang Pokok Agraria).

b. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran
Tanah, yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.*?

3. Asas-Asas Pendaftaran Tanah

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan

pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas:

a. Sederhana, dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokok maupun
prosedurnya mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang
berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah.

b. Aman, dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah
perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat
memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan tujuan

pendaftaran itu sendiri.

4Bankjim, “Tujuan Pendaftaran Tanah dan Manfaat Penerbitan Sertifikat Hak Atas
Tanah”, 2016, https://www.bankjim.com/2016/11/tujuan-pendaftaran-tanah-dan-
manfaat.html?m=1, diakses pada 12 Januari 2022 pukul 11:25

“2Arba, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), him. 149.


https://www.bankjim.com/2016/11/tujuan-pendaftaran-tanah-dan-manfaat.html?m=1
https://www.bankjim.com/2016/11/tujuan-pendaftaran-tanah-dan-manfaat.html?m=1

yakni:

25

. Terjangkau, dimaksudkan terjangkauan bagi pihak-pihak yang

memerlukan, Kkhususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan

kemampuan golongan ekonomi lemah.

. Mutakhir, dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam

pelaksanaannya dan berkesinambungan dalam memelihara data.

. Terbuka, dimaksudkan bahwa masyarakat dapat memperoleh

keterangan mengenai data yang benar setiap saat.*?

Dokumen terkait dalam pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah

Daftar tanah, merupakan dokumen dalam bentuk daftar yang memuat

identitas bidang tanah dengan sesuatu sistem penomoran

. Daftar ukur, merupakan dokumen yang memuat data fisik suatu bidang

tanah dalam bentuk peta dan uraian

. Daftar nama, merupakan dokumen dalam bentuk daftar yang memuat

keterangan mengenai penguasaan fisik dengan suatu hak atas tanah,
atau hak pengelolaan dan mengenai pemilikan hak milil atas satuan

rumah susun oleh orang perseorangan atau badan hukum tertentu

. Buku tanah, adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data

yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada

haknya.*

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah

Pelaksanaan pendaftaran tanah secara garis besar meliputi kegiatan

pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Kedua hal tersebut sama-sama penting, karena jika salah satunya kurang

diperhatikan maka menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan dikemudian hari.

4Samun Ismaya, Hukum Administrasi..., him. 94-95.
4Urip Santoso, Hukum Agraria: Kajian Komprehensif..., him. 292.
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Berdasarkan ketentuan diatas, dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, kegiatan pendaftaran tanah
untuk pertama kali meliputi:

a. Pengumpulan dan pengelolaan data fisik;

b. Pembuktian hak dan pembuktiannya;

c. Penerbitan sertifikat;

d. Penyajian data fisik dan data yuridis;

e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen;

Untuk kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:

a. pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;

b. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.*

Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah
yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran
Tanah atau Peraturan Pemerintah ini.

Pendaftaran hak atas tanah untuk pertama kali berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat dilaksanakan melalui dua cara, yaitu
secara sistematik dan secara sporadik.

Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah
untuk pertama Kkali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek
pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu
desa/kelurahan. Kemudian pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan
pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek
pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara
individual atau massal. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas
permintaan pihak yang berkepentingan.

5. Sistem Publikasi Pendaftaran tanah

4Arba, Hukum Agraria Indonesia..., him.162.
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Sistem publikasi pendaftaran tanah yang dipakai di Indonesia adalah
sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif. Artinya walaupun
mengandung unsur-unsur positif, surat tanda bukti berupa sertifikat hanya
dinyatakan sebagai pembuktian yang kuat, tetapi masih dapat disanggah
kebenarannya oleh orang yang merasa lebih berhak atas tanah tersebut.

Dalam sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif ini berlaku
asas yang yang dikenal dengan asas plus juris, yaitu walaupun telah melakukan
pendaftaran hak atas tanah, penerima hak atas tanah memungkinkan masih
menghadapi gugatan dari orang yang dapat membuktikan bahwa ia pemegang hak
atas tanah yang sebenarnya.

Berdasarkan ketentuan diatas untuk mengatasi kelemahan sistem
pendaftaran tanah digunakan suatu lembaga yaitu rechtsverwerking, yang
bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemegang sertifikat
hak atas tanah, yaitu apabila ada pihak lain yang merasa mempunyai hak atas
tanah, ia hanya dapat menuntun hak atas tanah tersebut paling lama 5 (lima) tahun
sejak diterbitkan sertifikatnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 32 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hal ini
merupakan suatu bukti bahwa sistem pendaftaran tanah di Indonesia
menggunakan sistem negatif cinderung positif sebagai upaya mendekati kepastian
hukum.*

D. Sertifikat Hak Milik Atas Tanah
1. Sertifikat Sebagai Alat Bukti Hak

Terhadap pendaftaran tanah sebagaimana penjelasan diatas, berdasarkan
Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomo 24 Tahun 1997 menyatakan untuk
memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dalam Pasal 3 huruf

a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah.

46Arba, Hukum Agraria Indonesia..., him. 154-160.
4’Bambang Harsono ddk., “Pranata hukum”..., him. 72
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Sertifikat tanah yang telah diterbitkan mempunyai kekuatan pembuktian yang
kuat jika memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

a. Sertifikat hak atas tanah diperoleh dengan iktikad baik;

b. Pemegang hak atas tanah harus menguasai secara nyata tanahnya;*®

Pengertian sertifikat menurut Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di
dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang
ada dalam Surat Ukur dan Buku Tanah yang bersangkutan. Dengan adanya
sertifikat tanah maka kepastian hukum berkenaan dengan jenis hak atasnya, dan
objek haknya menjadi nyata. Dibandingkan dengan alat bukti tertulis lainnya,
sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, yaitu harus dianggap benar
sampai dibuktikan sebaiknya di pengadilan dengan bukti lain.*

Kepemilikan sertifikat hak atas tanah sangatlah penting untuk
memberikan perlindungan terhadap rakyat Indonesia mengenai hak atas tanah
yang bersangkutan serta menciptakan tujuan dari pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria yaitu meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum.
Dalam hal ini untuk dapat mewujudkan kepastian hukum tersebut
diselenggarakan pendaftaran tanah oleh pemerintah. Kepastian hukum yang
dimaksud yaitu kepastian yang terdiri dari obyek, subyek, dan hukumnya agar
tidak menimbulkan permasalahan dalam bidang pertanahan terutama terhadap
status tanah.>°

Sertifikat menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

“8Dadi Arja Kusuma dan Rodliyah, Sahnan, “Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai
Alat Bukti Hak Yang Kuat”, Jurnal TUS, Vol. V, No. 2, Agustus 2017, him. 311

4 Reda Manthovani, “Pendaftaran Tanah di Indonesia”, Skripsi: Jakarta Selatan,
Fakultas Hukum universitas Al Azhar Indonesia, 2017

% ezeki Aldila Rajab, ddk., “Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Kepastian Hukum
Pendaftaran Tanah”, Jurnal Notarius, Vol. 13, No. 2, 2020, him. 646
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ayat (2) huruf ¢ UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak
milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah
dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan dan hak tanggungan yang
masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Hal
tersebut dimaksudkan agar pemegang hak dengan mudah dapat membuktikan
bahwa dirinya pemegang haknya. Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan
pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang
telah didaftar dalam buku tanah.>* Dalam hal ini, maka semua keterangan yang
terdapat dalam sertifikat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat
sepanjang tidak ada bukti lain yang mengingkarinya.

Sertifikat sebagai alat bukti hak yang bersifat kuat mengandung pengertian
bahwa data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertifikat mempunyai
kekuatan bukti dan harus diterima sebagai keterangan yang benar, selama tidak
dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti yang lain. Kalau dalam satu bidang tanah
terdapat dua atau lebih tanda bukti hak dan disengketakan oleh para pihak, maka
pengadilanlah yang akan memutuskan tanda bukti mana yang benar. Kalau
ternyata bahwa data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertifikat tidak
benar, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.>?

Sebagaimana ketentuan diatas dikatakan bahwa sertifikat sebagai suatu
jaminan kepastian hukum mempunyai kelemahan yaitu masih dapat diganggu
gugat oleh pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu dan merasa
dirugikan atas terbitnya sertifikat tersebut. Berdasarkan ketentuan ini, untuk
menutupi kelemahannya dan memberikan perlindungan hukum kepada pemilik
sertifikat dari gugatan pihak lain dan menjadikan sertifikat sebagai alai bukti yang
mutlak, maka dibuatlah ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 1997, sertifikat sebagai tanda bukti hak yang bersifat mutlak jika dalam

S1Urip Santoso, Hukum Agraria: Kajian Komprehensif..., him. 315-316.
52Urip Santoso, Perolehan Hak Atas Tanah..., him.129-130.
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hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang
atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan
secara sah nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak
atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam
waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tidak mengajukan keberatan
secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan nasional
yang bersangkutan, ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai
penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.>
Berdasarkan ketentuan diatas, bahwa sertifikat merupakan alat
pembuktian yang kuat yang harus dimiliki dan bahwa tujuan pendaftaran tanah
yang diselenggarakan adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum di
bidang pertanahan. Dengan demikian, siapapun dapat membuktikan hak atas
tanahnya bila telah jelas nama yang tercantum dalam sertifikat tersebut.
Walaupun sistem publikasi yang digunakan adalah sistem negatif yang
mengandung unsur positif, tetapi ketentuan ini tidak mengurangi asas pemberian
perlindungan yang baik kepada pihak yang mempunyai tanah. Dibandingkan
dengan alat bukti tertulis lainnya, sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat,
yaitu harus dianggap sebagai benar sampai dibuktikan sebaliknya di pengadilan
dengan bukti yang lain.
2. Bentuk Sertifikat
Sertifikat hak atas tanah terdiri atas salinan buku tanah dan surat ukur yang
asli dijahit menjadi satu dan diberi sampul. Buku tanah yang asli digunakan untuk
arsip di kantor pertanahan seksi pendaftaran tanah, sedangkan salinannya
diberikan kepada pemegang hak. Jika terjadi pencatatan pada buku tanah,
pencatatan itu selalu dilakukan bersama-sama, baik yang ada pada arsip di kantor

pendaftaran tanah maupun yang ada pada salinan di tangan pemegang hak.

53K laudius Ilkam Hulu, “Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam
Bukti Kepemilikan Hak”, Jurnal Panah Keadilan, Vol. 1, No.1, Februari-Juli 2021, him. 28
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Untuk surat ukur tidak dapat disalin atau difotokopi, karena berwarna yang
menunjukkan kode tertentu. Dengan adanya sertifikat hak atas tanah dapat
dibuktikan secara yuridis dan fisik mengenai hak atas tanah.>*

3. Hak Milik Atas Tanah

Hak milik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-
Undang Pokok Agraria adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang
dipunyai orang atas tanah dengan meningat ketentuan Pasal 6. Turun-temurun
artinya Hak Milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih
hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia maka Hak Miliknya dapat dilanjutkan
oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik. Terkuat
artinya Hak Milik atas tanah lebih kuat jika dibandingkan dengan hak atas tanah
yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari
gangguan pihak lain dan tidak mudah terhapus. Terpenuh artinya Hak Milik atas
tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan
dengan hak atas tanah yang lain.

Dari pengertian di atas bahwasannya yang dapat mempunyai (subjek hak)
tanah Hak Milik menurut Undang-Undang Pokok Agraria adalah:

a. Perseorangan

Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik (Pasal
21 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria).

b. Badan-badan hukum

Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai
Hak Milik dan syarat-syaratnya (Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Pokok
Agraria).

Bagi pemilik tanah yang tidak memenuhi syarat sebagaimana subjek Hak
Milik atas tanah, maka dalam waktu 1 tahun hatus melepaskan atau mengalihkan

Hak Milik atas tanahnya kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Apabila hal

%4Arie Sukanti Hutagalung, Ny., Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia..., him. 17.
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ini tidak dilakukan, maka tanahnya hapus karena hukum dan tanahnya kembali
menjadi tanah yang dikuasai oleh negara. (Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) Undang-
Undang Pokok Agraria).

Adapun Hak Milik atas tanah dapat terjadi melalui tiga cara sebagaimana

disebukan dalam Pasal 23 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu:

a. Hak Milik atas tanah terjadi menurut hukum adat, yaitu hak milik atas
tanah terjadi dengan adanya pembukaan tanah (pembukaan hutan) yang
dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat hukum adat yang
dipimpin oleh ketua adat atau terjadi karena timbulnya lidah tanah yaitu
pertumbuhan tanah di tepi sungai, danau atau laut, yang tumbuh
demikian itu dianggap menjadi kepunyaan orang yang memiliki tanah
yang berbatasan, karena biasanya pertumbuhan tersebut sedikit banyak
terjadi karena usahanya. Hak milik atas tanah yang terjadi di sini dapat
didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk
mendapatkan Sertifikat Hak Milik atas tanah.

b. Hak Milik atas tanah terjadi karena penetapan pemeritah, yaitu hak
milik atas tanah yang terjadi karena permohonan pemberian Hak Milik
atas tanah oleh pemohon dengan memenuhi prosedur dan persyaratan
yang telah ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Apabila
semua persyaratan yang telah ditentukan dipenuhi oleh pemohon, maka
Kepala Badan Pertanahan Nasional atau pejabat dari Badan Pertanahan
Nasional diberi kewenangan menerbitkan Surat Keputusan Pemberian
Hak (SKPH). SKPH ini wajib didaftarkan oleh pemohon kepada
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat
dalam buku tanah dan diterbitkan Sertifikat Hak Milik sebagai tanda
bukti hak.

c. Hak Milik atas tanah terjadi karena ketentuan undang-undang, yaitu
hak milik atas tanah yang terjadi karena undang-undanglah yang

menciptakannya. Terjadinya Hak Milik atas tanah ini atas dasar
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ketentuan konvensi (perubahan) menurut Undang-Undang Pokok
Agraria. Sejak berlakunya Undang-Undang tersebut pada tanggal 24
September 1960, semua hak atas tanah yang ada harus dirubah menjadi
salah satu hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok
Agraria.

Hak Milik atas tanah juga dapat terjadi melalui dua cara, yaitu:

a. Secara originair, yaitu terjadinya hak milik atas tanah untuk pertama
kalinya menurut hukum adat, penetapan pemerintah, dan karena
undang-undang.

b. Secara derivatif, yaitu suatu subjek hukum memperoleh tanah dari
subjek hukumlain yang semula sudah berstatus hak milik.>

Ketentuan kewajiban pendaftaran tanah tertuang sebagaimana ketentuan
dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria “Hak milik atas tanah,
demikian juga setiap peralihan, pembebanan dengan hak-hak lain harus
didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19”.
Selanjutnya terdapat pula sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 “Untuk mencapai tertib administrasi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, setiap bidang tanah dan satuan
rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas suatu
bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar”

Adapun berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Pokok Agraria menetapkan
faktor-faktor penyebab hapusnya hak milik atas tanah dan berakibat pada jatuhnya
tanah tersebut kepada negara, yaitu:

a. Karena pencabutan hak, yaitu suatu sarana yang diselenggarakan oleh

pemerintah untuk mengambil hak atas tanah warga negara demi
kepentingan umum dan di dalamnya terdapat kepentingan bersama

rakyat, seperti adanya pembangunan.

5Urip Santoso, Hukum Agraria: Kajian Komprehensif.., him. 92-98.
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b. Karena penyerahan sukarela yang dilakukan pemiliknya;

c. Karena ditelantarkan;

d. Karena subjek haknya tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak milik
atas tanah

e. Karena peralihan hak yang mengakibatkan tanahnya berpindah kepada
pihak lain tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak milik atas tanah;

f. Hak milik atas tanah dapat hapus karena tanahnya musnah, contohnya

karena adanya bencana alam;>®

6Urip Santoso, Perolehan Hak Atas Tanah..., him. 34-36.



BAB TIGA
PERAN BPN KOTA BANDA ACEH DALAM
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN SERTIFIKAT
HAK MILIK ATAS TANAH DI GAMPONG DEAH RAYA
KECAMATAN SYIAH KUALA

A. Profil Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala
1. Geografis Gampong Deah Raya

Gampong Deah Raya merupakan salah satu Gampong yang berada di Kota
Banda Aceh. Secara geografis Kota Banda Aceh merupakan kotamadya dan
ibukota dari Provinsi Aceh yang terletak paling utara di Pulau Sumatra, Indonesia.
Luas Wilayah Kota Banda Aceh adalah 61,36 km? . Wilayah Kota Banda Aceh
secara administrasi meliputi 9 Kecamatan dan 90 Gampong. Persentase luas
kecamatan menunjukkan bahwa Kecamatan Syiah Kuala merupakan kecamatan
terbesar wilayahnya, dengan luas wilayah sebesar 23,21% dari total wilayah Kota
Banda Aceh.®’

Gambar 1. Peta Gampong Deah Raya

Sumber : Google map

Shttps://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIIM_3
90a7bfcc5_BAB%201V4.%20BAB%201V-DOK .pdf , diakses 20 Maret 2022, pukul 12.08
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https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_390a7bfcc5_BAB%20IV4.%20BAB%20IV-DOK.pdf
https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_390a7bfcc5_BAB%20IV4.%20BAB%20IV-DOK.pdf
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Gampong Deah Raya merupakan salah satu Gampong dalam kecamatan
Syiah kuala Kota Banda Aceh. Secara geografis, Gampong Deah Raya terletak di
pesisir Kota Banda Aceh dengan luas wilayah 175Ha, dengan batas-batas wilayah
sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka (Laut)

- Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Lampulo

- Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Alue Naga

Jumlah dusun dan luas wilayah yang ada di Gampong Deah Raya sebagai
berikut:

Tabel 1. Jumlah dusun dan luas wilayah

No Dusun/Jurong Luas Wilayah

1. | Syeh Abdurrauf 46.60 ha 46.600 m?

2. | Laksamana Banda Muda 40.90 ha 40.900 m?

3. | Nek Bayan 39.80 ha 39.800 m?

4. | Tgk Chik Musa 47.70 ha 47.000 m?
Total 175 ha 175.000 m?

Sumber : hasil olah data oleh peneliti (2021)

2. Pemerintah dan Penduduk

Jumlah dusun yang ada di Gampong Deah Raya terdiri dari 4 (empat)
dusun dengan pemerintah Gampong dipimpin oleh seorang keuchik (kepala desa)
yaitu Samsul Bahri dan dibantu oleh jajarannya dengan jumlah penduduk
Gampong Deah Raya mencapai 1.968 jiwa yang terjumlah dari 4 dusun yang ada.
Jenis perekonomian masyarakat Gampong Deah Raya rata-rata penduduk
bekerja sebagai nelayan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bercocok tanam, dan
wiraswasta. Ada juga beberapa warga yang memiliki sektor usaha ekonomi
produktif yaitu usaha peternakan, usaha warung kopi, usaha menjahit, usaha kue

basah/kering, usaha kelontong, usaha produksi keumamah dan penjual keliling.
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Rincian jumlah penduduk yang tersebar dalam 4 Dusun dengan tabel
perincian sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah dusun dan penduduk
Dusun Syeh | Dusun Laksamana | Dusun Tgk Chik | Dusun Nek Bayan

Abdurrauf Banta Muda Musa
366 Jiwa 278 Jiwa 275 Jiwa 261 Jiwa
Sumber : hasil olah data oleh peneliti (2021)

Dengan beraneka ragam jenis pekerjaan masyarakat, maka kondisi
perekonomian keluarga juga beda-beda. Rata-rata penduduk Gampong Deah
Raya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari walaupun terbatas.
Namun ada juga sebagian kecil masyarakat masih hidup dibawah garis
kemiskinan sehingga membutuhkan penanganan khusus dari Pemerintah Daerah.
Demikian juga halnya dengan peluang kerja, ada masyarakat yang bekerja
musiman dan ada juga yang bekerja tetap.

3. Pendidikan

Pencapaian pendidikan masyarakat di Gampong Deah Raya yaitu sebagai

berikut:

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Masyarakat
Pra Sekolah SD SMP SLTA | Sarjana (S1) (S2)

77 Jiwa 277 Jiwa | 272 Jiwa | 187 Jiwa 20 Jiwa 0 Jiwa

Sumber : hasil olah data oleh peneliti (2021)

4. Etnis dan Agama
Gampong Deah Raya hanya memiliki satu etnis atau suku yang menjadi
mayoritas yaitu suku Aceh. Masyarakat Gampong Deah Raya masih sangat kuat
akan persoalan agama, dapat dilihat dengan adanya Taman Pendidikan Al-Quran
(TPA) di Masjid Al-Kawakib Deah Raya serta nilai-nilai agama menjadi salah

satu faktor utama dalam menopang segala aktivitas dan interaksi masyarakat.
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B. Mekanisme Penyelenggaraan Pendaftaran Sertifikat Hak Milik Atas
Tanah Oleh BPN Kota Banda Aceh
Untuk menciptakan tatanan kehidupan di masyarakat yang tertib dan

teratur, pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional berupaya untuk membuat
suatu program untuk terciptanya landasan hukum pertanahan di Indonesia yaitu
salah satunya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum
mengenai hak atas tanah bagi rakyat serta menciptakan tertib administrasi
pertanahan. Kepastian hukum atas tanah akan dicapai apabila telah dilakukannya
pendaftaran tanah oleh masyarakat. Maka dari itu, untuk menciptakan kepastian
hukum dan perlindungan hukum dalam bidang pertanahan dan dalam
menjalankan program tertib administrasi pertanahan perlu dilakukannya
pendaftaran hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Maka dalam hal
ini penulis meneliti berbagai penyelenggaraan pendaftaran hak milik atas tanah
oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh.

Penyelenggaraan pendaftaran sertifikat hak milik atas tanah oleh Badan
Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh dilaksanakan atas 2 cara dan beberapa
tahapan. Proses penyelenggaraan pendaftaran sertifikat hak milik atas tanah
terbagi atas:*®

1. Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik

Pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas inisiatif pemegang hak
atas tanah, yaitu dilakukan atas permintaan pihak yang berkepentingan. Pihak
yang berkepentingan adalah pihak yang berhak atas bidang tanah yang
bersangkutan atau kuasanya. maka untuk melaksanakan pendaftaran hak milik
atas tanah secara sporadik, pemohon harus mendatangi Instansi Badan Pertanahan
Nasional dan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

Tahap awal pemohon mendatangi Badan Pertanahan Nasional untuk

meminta pengukuran terlebih dahulu kepada petugas ukur. Selanjutnya pemohon

SB\Wawancara dengan Ibu Ima, sebagai petugas Badan Pertanahan Nasional Kota Banda
Aceh, Selasa 29 Maret 2022, Pukul 09:25 WIB
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akan dihubungi untuk melakukan pengukuran dengan petugas ukur. Pada sesi ini
pengukuran tanah dilakukan untuk menentukan posisi geografis tanah, luas, dan
kondisi bidang tanah yang kemudian dituangkan kedalam peta/gambar. Pada saat
pengukuran berlangsung, pemohon harus menghadirkan tetangga batas dan juga
harus menghadrikan 2 (dua) orang saksi (perangkat desa). Kehadiran tetangga
batas pada saat pengukuran dan penetapan batas sangat penting dilakukan,
bertujuan agar terhindar dari persengketaan tanah dikemudian hari. Setelah proses
pengukuran selesai, petugas ukur membuat sketsa letak tanah pemohon.

Setelah proses pengukuran dilakukan, maka selanjutnya adalah
pembuatan gambar situasi untuk keperluan pendaftaran hak. Gambar situasi pada
prinsipnya memuat data hasil pengukuran atas bidang tanah yang meliputi jarak,
sudut, dan gambar bidang tanah. Kemudian hasil yang terdapat didalam gambar
situasi ini harus ditanda tangani oleh tetangga batas dan hasilnya akan dijadikan
data fisik yang akan disesuaikan kembali dengan dokumen yuridis

Setelah keluar hasil gambar situasi disitulah dapat dilihat apakah tanah itu
sudah pernah didaftarkan atau belum. Jika sudah pernah ada sertifikat maka
permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali akan ditolak nantinya, tetapi
jika belum pernah maka proses pendaftaran tanah akan dilanjutkan.

Jika tahap pengukuran sudah dilakukan selanjutnya pemohon dapat
kembali ke Badan Pertanahan Nasional untuk mengambil formulir untuk
permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan kemudian juga melakukan
pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) di
kantor Keuchik dengan melampirkan KTP tetangga batas beserta tanda tangan
yang terdapat di gambar ukur serta melampirkan penguat alas hak lainnya. Selain
pembuatan SPORADIK, formulir permohonan pendaftaran tanah yang di ambil
pemohon di kantor pertanahan juga sebahagian memerlukan tanda tangan
tetangga batas dan Keuchik yang dilengkapi dengan materai.

Ketika persyaratan semuanya sudah dipenuhi maka daftarkan kembali

tanah tersebut ke loket yang dituju dengan persyaratan yang sudah dilengkapi:
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1) Formulir permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau

kuasanya di atas materai cukup

2) Surat kuasa apabila dikuasakan

3) Fotocopy identitas (KTP, KK), pemohon dan kuasa apabila

dikuasakan
4) Asli Bukti perolehan tanah/alas Hak
5) Asli surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah
Gol 111 atau rumah yang dibeli oleh pemerintah

6) Fotocopy bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan yang telah dicocokkan
dengan aslinya

7) Menyerahkan bukti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB)

Apabila berkas semua sudah dilengkapi kemudian berkas akan dilakukan
pengecekan data-data yuridisnya apakah sudah memenuhi syarat atau belum.
Kemudian data yuridis tersebut juga dilakukannya pemeriksaan kembali dengan
petugas ukur apakah ada tumpang tindih atau tidak. Ketika data sudah bebas dari
pengecekan tersebut barulah permohonan akan diproses selama 90 hari kerja atau
lebih dikarenakan banyaknya berkas lain yang juga masuk sehingga berkas akan
diproses secara berurutan. Selama masa kerja, berkas pemohon akan dilakukan
proses pengumuman yaitu pemberitahuan kepada desa bahwasannya suatu bidang
tanah itu ada yang memohon permohonan untuk dibuatkan sertifikat hak milik.
Jadi kalau ada yang merasa itu tanah milik seseorang maka dapat memasukan
surat sanggahan, sehingga proses pendaftaran tanah akan dihentikan. Pelaksanaan
pengumuman ini dilakukan selama 30 hari kerja, dan apabila tidak ada sanggahan
maka proses akan dilanjutkan. Selanjutnya dilakukan pula kegiatan turun
lapangan oleh petugas A Badan Pertanahan Nasional yang nantinya juga
dilakukan wawancara dengan pemilik tanah, tetangga-tetangga batas tanah, dan

perangkat desa untuk memastikan yuridis yang sudah dilampirkan oleh pemohon
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sesuai atau tidak. Seluruhnya pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik
memakan waktu 4 sampai 5 bulanan dan barulah dapat diterbitkannya sertifikat.
Setelah proses penerbitan sertifikat selanjutnya yaitu proses penyerahan sertifikat
kepada pemegang hak ataupun kuasanya.*®
2. Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis

Kementrian ATR/BPN mulai melaksanakan pendaftaran tanah secara
sistematis pada tahun 2017 yang dilaksanakan melalui program PTSL.
Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap (PTSL) yang belaku di seluruh
Indonesia menurut Peraturan Mentri No. 6 Tahun 2018 dilakukan serentak agar
kepastian hukum atas kepemilikan tanah dapat terjamin. Melalui program ini
pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah milik
masyarakat. Dalam pelaksanaannya program pendaftaran tanah secara sistematik
lengkap dimulai dari penetapan lokasi PTSL yang ditunjukkan oleh Instansi
Badan Pertanahan Nasional

Ketika penetapan lokasi sudah ditetapkan dan Gampong Deah Raya
menjadi lokasi yang tertuju, selanjutnya instansi Badan Pertanahan Nasional akan
bekerja sama dengan aparatur Gampong Deah Raya dan selanjutnya mengadakan
penyuluhan yang akan mengundang berbagai pihak di Gampong tersebut untuk
menghadiri penyuluhan tersebut. Adapun isi dari penyuluhan tersebut ialah
edukasi mengenai biaya, mengenai syarat-syarat apa saja dan SOP pendaftaran
tanah ini bagaimana. Tujuan dari penyuluhan tersebut agar terjadi keterbukaan
dalam pelaksanaan PTSL sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan
masyarakat dapat mempersiapkan berkas-berkas tersebut yang diperlukan.

Setalah dilakukannya penyuluhan maka mulai dilaksanakan pula
penyelenggaraan PTSL tersebut selama 4 sampai 5 bulan. Adapun dalam
pelaksanaan PTSL alas hak nya itu harus dibuktikan berdasarkan apa yang
masyarakat miliki dan nantinya akan dikuatkan kembali dengan Surat Pernyataan

¥lbid.
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Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) sebagai alas hak. Adapun syarat
selanjutnya yang harus dilengkapi pemohon adalah sebagai berikut:

a. Fotocopy KTP pihak pertama dan pihak kedua

b. PBB tanah tersebut

c. Gambar ukur yg dihasilkan oleh petugas ukur

d. Lengkapi formulir dan persyaratan lain yang harus diisi yang diberikan

dari Badan Pertanahan Nasional dan ditandatangani oleh berbagai
pihak (pemohon dan Keuchik)

Adapun syarat diatas harus dilengkapi oleh pemohon dan apabila sudah
dilengkapi barulah formulir dan berkas lainnya itu kemudian dikembalikan dan
dikumpulkan kepada aparat Gampong yang kemudian akan diserahkan kembali
ke Badan Pertanahan Nasional untuk dilakukan pengecekan berkas. Apabila
persyaratan sudah lengkap, maka nantinya dapat diterbitkan sertifikat atas tanah
tersebut, tetapi apabila berkasnya tidak lengkap maka permohonan pendaftaran
tanah itu dikembalikan/ditolak dan berkas akan dikembalikan kepada pemohon,
dan apabila berkas diterima maka dapat diterbitkannya sertifikat.®

C. Faktor yang Menyebabkan Penyelenggaraan Pendaftaran Sertifikat Hak
Milik Atas Tanah Di Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala
Belum Berjalan Dengan Baik

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Julian Triansyah sebagai

perwakilan Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh menyatakan
bahwasannya Gampong Deah Raya merupakan salah satu Gampong dengan
jumlah tanah yang terbilang belum terdaftar dengan baik.®* Dari Jumlah luas
wilayah Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala dari keseluruhan
mencapail75.000 m?, sebanyak 50% bidang tanah belum didaftarkan dan belum

besertifikat.5? Hal ini tentunya disebabkan atau didorong oleh beberapa faktor.

8\Wawancara dengan lbu Ima..., Selasa 29 Maret 2022, Pukul 10:00 WIB

1 Wawancara dengan Bapak Julian Triansyah, sebagai petugas Badan Pertanahan
Nasional Kota Banda Aceh, Selasa 1 September 2021, Pukul 18:00 WIB

62 Wawancara dengan Bapak Samsul Bahri..., 10 September 2022, Pukul 10:20 WIB
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Adapun faktor-faktor tersebut menjadi penyebab sehingga kepastian hukum di
bidang pertanahan pada Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala belum
terwujudkan dengan baik. Berikut ini adalah uraiannya:
1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Pentingnya Peranan

Sertifikat Hak Milik Atas Tanah

Pada umumnya masih ada masyarakat yang kurang memahami tujuan dan
kegunaan sertifikat hak milik atas tanah yang semestinya serta pentingnya
peranan sertifikat hak milik atas tanah ini untuk kedepannya. Kurangnya infomasi
tersebut menyebabkan masyarakat belum mendaftarkan tanahnya. Berikut hasil
wawancara peneliti dengan Bapak Samsul Bahri sebagai Aparatur Gampong yang
menyatakan bahwa:

“Masyarakat disini itu tau kalau sertifikat tanah itu diperlukan
sebagai bukti akan kepemilikan tanah, tau juga untuk menaikkan
harga jual dan untuk mengajukan pinjaman pemberian kredit,
kalau yang umum itu tau. Akan tetapi selebihnya mereka belum
paham betul kegunaan sertifikat apalagi kegunaannya untuk
kedepannya sebagai pelindung dari sengketa pertanahan atau
kejahatan di bidang pertanahan, itu juga menjadi asalan mereka
belum mendaftarkan tanahnya karena belum adanya kepentingan.
Tetapi nanti ketika ada keperluan barulah mereka meminta
bantuam pengurusan  sertifikat. Begitulah masyarakat disini,
sebahagian ada juga yang kurang minat untuk mencari tau
sehingga kurangnya informasi.”®

Selanjutnya diperoleh juga dari hasil wawancara bersama Bapak Fahrul
salah satu masyarakat gampong Deah Raya, yang menyatakan bahwa:

“Kalau mengenai informasi dari sosial media seperti facebook dan
instagram BPN itu saya tidak tau, sayapun tidak kepikiran kalau
ada informasi disitu, tetapi kalau ada informasi yang diumumkan
dari mesjid itu tau, seperti penyelenggaraan PTSL kemarin itu.”®

83\Wawancara dengan Bapak Samsul Bahri, sebagai Kadus Syekh Abdul Rauf Gampong
Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala, 14 Maret 2022, Pukul 10:15 WIB

 Wawancara dengan Bapak Fahrul, sebagai Masyarakat Gampong Deah Raya
Kecamatan Syiah Kuala, 8 Juni 2022, Pukul 16.00 WIB
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Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwasannya beberapa
masyarakat masih kurang mengetahui dan mencari tahu informasi mengenai
manfaat dan tujuan serta pentingnya pendaftaran tanah baik untuk untuk
kedepannya. minimnya informasi ini membuat masyarakat menunda dan memilih
membuat sertifikat hak milik atas tanah ketika masyarakat memerlukannya
dikemudian hari.

2. Ekonomi Masyarakat

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pendaftaran tanah
belum berjalan dengan baik dikarenakan faktor ekonomi masyarakat yang dimana
perekonomian masyarakat minim, yang disebabkan pendapatan masyarakat yang
umumnya berprofesi sebagai Nelayan dan Buruh Tani. Faktor ini merupakan
salah satu faktor yang paling sering menjadi penyebab tanah masyarakat belum
memiliki sertifikat hak milik atas tanah. Minimnya perekonomian masyarakat
menyebabkan ada keperluan lain yang harus dipenuhi masyarakat. Hal ini
dibuktikan dengan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bersama Bapak
Adi selaku warga Gampong Deah Raya, Kecamatan Syiah Kuala:

“Saya itu bekerja sebagai nelayan, untuk mengurus sertifikatkan
perlu biaya yang lumayan juga, jadi belum saya buat sertifikat
tanahnya.”®

Kemudian mengenai hal ini diperkuat lagi oleh aparatur Gampong yaitu
Bapak Samsul Bahri sebagai Kepala Dusun Gampong Deah Raya yang
menyatakan bahwa:

“Penyebab masyarakat tidak melakukan pendaftaran sertifikat hak
milik atas tanah juga dikarenakan minimnya perekonomian
mereka, karena disini masyarakat pada umumnya berprofesi
sebagai Nelayan serta Buruh Tani. Terlebih lagi kepemilikan tanah
disini merupakan tanah warisan, maka masyarakat hanya bisa
memanfaatkannya namun untuk melakukan pendaftaran hak milik
atas tanah, masyarakat sekitar belum memiliki biaya. Masyarakat
beranggapan biayanya itu mahal dan uang tersebut juga dapat

8 Wawancara dengan Bapak Adi, sebagai warga Gampong Gampong Deah Raya
Kecamatan Syiah Kuala, 14 Maret 2022, Pukul 17: 05 WIB
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mereka gunakan untuk membeli keperluan lain seperti keperluan
pokok. Seperti itulah situasi ekonomi disini cukup terbatas.”

Dari hasil wawancara di atas yang peneliti lakukan dapat disimpulkan
bahwasannya faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang tidak dapat dihindari
oleh masyarakat sehingga mereka belum melakukan pendaftaran hak milik atas
tanah mereka. Keberagaman ekonomi masyarakat Gampong Deah Raya rata-rata
mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari tetapi memang masih terbatas,

sehingga ada kebutuhan lain yang harus di penuhi masyarakat.

3. Masih Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Hukum Hak Milik
Atas Tanah
Masyarakat belum mendaftarkan tanahnya karena adanya pemikiran
bahwa masyarakat sekitar juga mengetahui bahwasannya tanah tersebut
merupakan milik seseorang yang diperoleh secara turun temurun walaupun belum
dilakukannya pendaftaran tanah. Masyarakat beranggapan bahwasanya penduduk
sekitar dapat menjadi saksi atas kepemilikan tanah tersebut. Berikut pernyataan
dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama Ibu Nurlela sebagai warga
Gampong Deah Raya, Kecamatan Syiah Kuala:

“Sebagian besar masyarakat sekitar sini mengetahui bahwasannya
tanah ini merupakan warisan turun-temurun dari keluarga kami. Di
atas tanah ini ada rumah kami, jadi tetangga sekitar juga
mengetahui dari dulu bahwa rumah dan tanah ini ialah milik
keluarga kami™.®’

Kemudian mengenai hal ini diperkuat lagi oleh aparatur Gampong yaitu
Bapak Samsul Bahri sebagai Kepala Dusun Gampong Deah Raya yang
menjelaskan bahwa:

“Jadi di Gampong ini kalau ada tanah yang belum punya sertifikat
tetapi mereka warga yang berdomisili sejak dulu di Gampong

®\Wawancara dengan Bapak Samsul Bahri..., 8 Juni 2022, Pukul 10:20 WIB
67 Wawancara dengan Ibu Nurlela, sebagai warga Gampong Deah Raya Kecamatan
Syiah Kuala, 14 Maret 2022, Pukul 12:20 WIB
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Deah Raya ini memang Kita tahu persis siapa pemilik tanahnya dan
bangunan diatas tanah itu milik siapa, mulai dari neneknya
pokoknya kami kenal, kecuali orang pendatang’®®

Dari pernyataan yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwasanya
anggapan penduduk atau tetangga sekitar dapat menjadi saksi atas kepemilikan
tanah masih ada dalam pemikiran masyarakat. Masyarakat beranggapan alat bukti
yang dimiliki saat ini walaupun tanpa alat bukti tertulis merupakan alat bukti hak
yang sudah cukup. Terhadap tanah yang diperoleh dari warisan umumnya aparat
Gampong juga mengetahui riwayat kepemilikan tanah itu sehingga pemilik tanah
merasa aman. Padahal dengan kepemilikan sertifikat tanahlah yang dapat
memberikan perlindungan terhadap status hukum tanah tersebut, sebagaimana
pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi sertifikat
merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat
mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data
fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan
buku tanah hak yang bersangkutan.

4. Masih Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Mekanisme

Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah

Faktor selanjutnya yang menyebabkan penyelenggaraan pendaftaran
tanah belum berjalan dengan baik karena ketika masyarakat melakukan
pendaftaran tanah mereka mengalami kendala sehingga beranggapan prosedur
pendaftaran tanah itu rumit. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara peneliti
bersama Ibu Nurlela selaku warga Gampong Deah Raya, Kecamatan Syiah Kuala:

“Dulu setelah tsunami sempat ibu urus sertifikat untuk tanah ini di
kantor BPN, tetapi karena banyak persyaratannya yang harus
dipenuhi ibu tidak paham dan prosesnya juga panjang. Jadi itu
merupakan suatu hal yang menjadi kendala ibu dalam
penggurusannya, terus ibu harus bolak-balik karena ada berkas
yang hilang waktu itu, jadi ibu berhentikan saja.” ¢

8 Wawancara dengan Bapak Samsul Bahri..., 14 Maret 2022, Pukul 10:25 WIB
% Wawancara dengan Ibu Nurlela..., 14 Maret 2022, Pukul 12:35 WIB.
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Kemudian mengenai hal ini diperkuat lagi oleh Bapak Bahrul selaku
warga Gampong Deah Raya, Kecamatan Syiah Kuala:

“Kalau masalah pendaftaran tanah itu, susahnya bagian
pemenuhan persyaratan kan banyak sekali. Terus juga kalau di
urus pendaftaran tanah itu bukan satu hari siap, tetapi berhari-hari.
Kalau ada berkas yang kurang, harus bolak-balik. Jadi nanti
saja.”"®

Dari hasil wawancara di atas yang peneliti lakukan dapat disimpulkan
bahwasannya dikarenakan banyaknya proses kelengkapan administrasi yang
harus diurus menyebabkan timbulnya kendala bagi masyarakat yang dimana
masyarakat juga tidak mengerti dalam pengurusannya dan mengakibatkan
masyarakat lebih memilih untuk menunda pengurusan permohonan pendaftaran
hak milik atas tanahnya dan masyarakat memilih untuk tidak melanjutkannya lagi,
yang dimana pada awalnya memiliki keinginan untuk melakukan pendaftaran
tanah namun tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkannya.

5. Masyarakat Tidak Memiliki Waktu Untuk Mengurus

Sebagian masyarakat tidak melakukan pendaftaran tanah disebabkan
masyarakat tidak memiliki waktu untuk mengurusnya dikarenakan pekerjaan
masyarakat yang tidak kenal waktu mulai dari Buruh Tani berkerja sampai sore
hari hingga Nelayan yang berkerja dalam kurun waktu berminggu-minggu. Hal
ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama Bapak Samsul
Bahri sebagai Kepala Dusun Gampong Deah Raya yang menjelaskan bahwa

“Sebagian penduduk masyarakat disini itu bekerja dari pagi
sampai sore, bahkan kalau nelayan itu bisa sampai berminggu-
minggu, sehingga mereka belum sempat untuk melakukan
pengurusan pendaftaran tanah, sehingga seperti mengabaikannya,
tetapi ada juga sebahagian tanah disini itu pemiliknya tidak
berdomisili di Gampong ini.” ™

“Wawancara dengan Bapak Bahrul, sebagai Nelayan Gampong Deah Raya Kecamatan
Syiah Kuala, 8 Juni 2022, Pukul 16:40 WIB.
"Wawancara dengan Bapak Samsul Bahri..., 14 Maret 2022, Pukul 10:50 WI
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Kemudian peneliti melakukan wawancara bersama Ibu Rahmah selaku
masyarakat yang berprofesi sebagai Pedagang Warung Kelontong di Gampong
Deah Raya yang menyatakan bahwa:

“Ini kan tanah keluarga suami saya, jadi untuk mengurus semua
proses pendaftaran tanah ini lengkap nya suami yang tahu semua,
karena suami saya itu kerjanya nelayan pulangnya ga nentu. Saya
sendiri juga tidak bisa mengurusnya karna menjaga warung dan
juga anak-anak dirumah yang masi bayi.”"?

Dari pernyataan di atas ini dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa salah
satu faktor yang menyebabkan masyarakat belum mendaftarkan tanahnya
dikarenakan mereka tidak memiliki waktu mengurusnya. Dimana masyarakat
harus bekerja ‘untuk memenuhi kehidupan perekonomian dan menghidupi
keluarga sehingga mengabaikan kewajibannya untuk melakukan pendaftaran hak
milik atas tanah.

D. Peran dan Upaya BPN Kota Banda Aceh Terhadap Hambatan
Penyelenggaraan Pendaftaran Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di
Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala

Badan Pertanahan  Nasional sebagai instansi yang berperan

menyelenggarakan pendaftaran tanah wajib berupaya sedemikian rupa agar
kepastian hukum dalam bidang agraria, khususnya mengenai tertib hukum
kepemilikan atas tanah dapat tercapai. Instansi Badan Pertanahan Nasional Kota
Banda Aceh melakukan beberapa upaya agar dapat mengatasi aspek yang menjadi
penghambat dalam penyelenggaraan pendaftaran sertifikat hak milik atas tanah
pada masyarakat Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala, adapun beberapa
upaya tersebut sebagai berikut:
1. Menyediakan Informasi kepada masyarakat

Agar masyarakat Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala bisa

mendapatkan berbagai informasi terkait pendaftaran tanah, Badan Pertanahan

2 \Wawancara dengan Ibu Rahmah, sebagai Masyarakat yang berprofesi sebagai
pedagang di Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala, 8 Juni 2022, Pukul 15:00 WIB
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Nasional Kota Banda Aceh sudah menyediakan berbagai media mengenai
informasi pendaftaran tanah yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat
kapanpun agar informasi ini dapat selalu tersampaikan kepada masyarakat.
Pemberian informasi kepada masyarakat ini dilakukan melalui media elektronik
Sentuh Tanahku, Instagram, Facebook dan non elektronik Surat Kabar yang
dikelola sendiri olen Kantor Pertanahan. Mengenai hal ini peneliti melakukan
wawancara bersama Ibu Ima sebagai petugas Badan Pertanahan Nasional Kota
Banda Aceh, yang menyatakan:

“Jadi Badan Pertanahan Nasional juga melakukan adanya
penerapan informasi dari berbagai aplikasi, diantaranya ada
aplikasi sentuh tanahku yang dapat di instal di playstore, nah disitu
masyarakat bisa mengetahui tanah mereka itu sudah terdaftar atau
belum. Ada juga berbagai informasi yang dibagikan setiap hari
melalui instagram dan facebook yang dapat diakses seluruh
masyarakat kapanpun mengenai informasi pendaftaran tanah.
Bahkan terkadang ketika pelaksanaan PTSL malahan kami Badan
Pertanahan Nasional juga membagikan informasi yang dimuat di
surat kabar.”™

Dari wawancara di atas membuktikan bahwa instansi Badan Pertanahan
Nasional Kota Banda Aceh sudah memberikan upaya terkait tersedianya berbagai
informasi, yang dimaksudkan agar masyarakat Gampong Deah Raya selalu
mendapatkan informasi terkait pendaftaran tanah, baik itu terkait tanah dari
masyarakat apakah sudah terdaftar atau belum, maupun informasi terkait tujuan
dari pendaftaran tanah itu sendiri. Adapun dalam kegiatannya Badan Pertanahan
Nasional juga menyebarkan berita apabila diselenggarakannya program
pemerintah, bertujuan agar masyarakat mengetahui, ikut mendaftarkan tanahnya
apabila tanah tersebut belum pernah didaftarkan dan mengetahui informasi terkait

pendaftaran tanah.

SWawancara dengan lbu Ima..., Selasa 29 Maret 2022, Pukul 10:00 WIB
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Instagram

Gambar 2: Salah satu media informasi yang disediakan oleh BPN untuk
menyebarkan informasi terkait pendaftaran tanah

2. Memberikan layanan prima kepada pemohon pendaftaran tanah
Pemberian layanan prima dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah
kepada pemohon sudah dilakukan dengan cara memberi pelayanan yang memberi
kemanfaatan kepada masyarakat, hal ini juga sejalan dengan kewajiban dari
Badan Pertanahan Nasional itu sendiri. Mengenai hal ini peneliti melakukan
wawancara bersama Ibu Ima sebagai petugas Badan Pertanahan Nasional Kota
Banda Aceh, yang menyatakan:

“jadi apabila masyarakat itu belum mengerti prosedur pendaftaran
tanah, mereka bisa datang ke pelayanan untuk menanyakan, bisa
juga menghubungi kami melalui telepon, aplikasi yang sudah
tersedia seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Twitter,
sehinga banyak ruang yang kami sediakan untuk keluhan
masyarakat, tetapi itu kembali lagi ke masyarakatnya jika apatis,
instansi ini tidak bisa memaksa, padahal masyarakat itu sendiri
belum mencoba, dan itu tidak sulit. Kami siap melayani dan
membantu.”™

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya Badan Pertanahan
Nasional Kota Banda Aceh selalu membuka ruang untuk membantu masyarakat
apabila berkeinginan untuk melakukan pendaftaran tanah jika mengalami
kendala, baik itu tidak mengerti prosedur dan lain sebagainya. Masyarakat
Gampong Deah Raya seluruhnya dapat mendatangi langsung kantor nya, atau

menghubungi instansi Badan Pertanahan Nasional dari media sosial yang tersedia.

Ibid.
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Tetapi dalam hal ini instansi Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh hanya
membantu apabila masyarakat berkeinginan untuk melakukan pendaftaran tanah
tetapi tidak bisa memaksa.
3. Menyelenggarakan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)
Penyelenggaraan PTSL di Gampong Deah Raya sudah dilakukan. Adanya
penyelenggaraan PTSL bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan
perlindungan hukum terhadap hak atas tanah yang dimiliki masyarakat dengan
diberlakukannya pemberlakuan khusus dengan maksud untuk mempermudah
masyarat. Mengenai hal ini peneliti melakukan wawancara bersama Ibu Ima
sebagai petugas Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh, yang menyatakan:

“PTSL itu kan program pemerintah, sehingga ada pemberlakukan
khusus untuk itu. Dalam penyelenggaraannya waktu itu ada
dipungut biaya sebesar Rp. 250.000 tetapi uang itu sepenuhnya
untuk aparat Gampong. Ketika penyelenggaraan PTSL, instansi
Badan Pertanahan Nasional sudah membuka ruang yang sebesar-
besarnya, masyarakat siapapun bisa mendaftarkan tanahnya yang
memang merasa belum pernah ada sertifikat. Silahkan daftarkan
melalui Keuchik karena dikoordinasi oleh kantor Keuchiknya.
Instansi Badan Pertanahan Nasional sudah memberikan ruang ini,
tetapi jika masyarakatnya sendiri apatis, tidak mau tahu, cuek,
kami tidak bisa memaksakan, semua itu kembali kepada
masyarakatnya sendiri. Sudah dikasi keringanan administrasi,
keringanan biaya yang dimana seharusnya dimanfaatkan oleh
masyarakat. Jika ruang PTSL sudah dibuka tetapi masyarakat tidak
mempergunakannya, Badan Pertanahan Nasional tidak bisa
memaksa, karena dalam penyelenggaraan PTSL yang kami
lakukan turun kelapangan untuk melakukan pengecekan, dan
apabila tidak ada respon dari masyarakat kami tidak bisa memaksa.
Jangankan BPN yang memaksa, keuchiknya saja tidak bisa
memaksa masyarakatnya.”’

Dari pertnyataan di atas, adapun dalam penyelenggaraan PTSL di

Gampong Deah Raya ini terdapat pula hambatan sehingga masyarakat belum

memeliki sertifikat hak milik atas tanah, yang disebabkan mulai dari masyarakat

bid.
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yang enggan mengikuti program PTSL ini hingga adanya pemohon ingin

mengikuti program ini namun terhambat oleh berbagai faktor sehingga

permohonannya ditolak. Hal ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara bersama

Ibu Ima sebagai petugas Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh, yang

menyatakan:

“di Gampong Deah Raya ini 70% masyarakatnya kan bekerja
sebagai nelayan. Jadi nelayan itu kalau lagi ke laut memakan
waktu yang lumayan lama, sedangkan ada pemohon yaitu istrinya,
tetapi istrinya ada yang tidak bisa baca tulis atau tidak tahu menahu
mengenai berkas dari tanah tersebut sehingga tidak bisa mengikuti
program ini.”’®

Adapun hambatan lainnya yaitu:

“Hambatan lainnya itu dimana adanya pemohon, bidang tanah itu
baru dibeli setelah tsunami, tetapi belinya itu hanya menggunakan
kwitansi. Jadi penjual tanah awalnya mendapatkan tanah itu dari
ahli warisnya. Kemudian penjual tanah ini pindah dan tanah itu ia
jual ke masyarakat sekitar. Ketika dibeli mereka tidak membuat
Akta Jual Beli dan si penjual tanah sudah pindah entah kemana.
jadi saat pemohon mau mengikuti program PTSL, instansi kami
meminta Akta Jual Beli tanah itu, tetapi pemohon tidak
mempunyai dan hanya ada kwitansi. sehingga permohonan tidak
dapat melakukan permohonan PTSL karna sudah tidak tahu lagi
kemana si penjual itu.”’’

“Adapun dalampenyelenggaraan PTSL itu pada tahun 2020
berkas yang masuk itu 200 berkas, tetapi hanya 121 berkas yang
dapat dikeluarkan sertifikat oleh BPN dikarenakan adanya
sebagian tanah yang memang sudah ada sertifikat tetapi si pemilik
ini tidak tahu sehingga berkas itu dikembalikan lagi, seperti tanah
yang di klaim milik TNI. mereka memang menguasasi fisiknya
tetapi tidak dapat mengajukan permohonan pendaftaran tanah dan
harus mengurus permasalahan tanah itu terlebih dahulu sendiri.
Terus juga ada berkas yang tidak lengkap sehingga permohonanya
ditolak dan berkas dikembalikan.”’®

"®Ibid.
Ibid.
Blbid.
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Berdasarkan wawancara diatas membuktikan bahwasannya BPN Kota
Banda Aceh sudah melakukan penyelenggaraan PTSL dengan membuka ruang
yang sebesar-besarya kepada masyarakat Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah
Kuala seluruhnya untuk ikut mendaftarkan tanahnya agar dapat diterbikan
sertifikat hak milik atas tanah tersebut. Adapun dalam penyelengaraannya tidak
sepenuhnya berjalan dengan baik, Ada masyarakat yang enggan mengikuti
program PTSL ini dan juga ada yang mau mengikuti tetapi tidak bisa ikut serta
karena adanya beberapa faktor mulai dari tidak adanya waktu karena berprofesi
sebagai Nelayan, adanya tanah yang sudah diklaim sebagai milik orang lain dan
tanah yang dibeli namun kurangnya bukti kepemilikan yang dimana hanya
memiliki kwitansi pembelian saja serta adanya berkas yang tidak lengkap
sehingga permohonanya ditolak dan berkas dikembalikan. Tetapi dalam hal ini
instansi Badan Pertanahan Nasional sudah melakukan upaya, walaupun upaya ini

tidak sepenuhnya berjalan dengan baik.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penyelenggaraan pendaftaran sertifikat hak milik atas tanah
oleh BPN Kota Banda Aceh terbagi atas pendaftaran tanah secara sporadik
dan pendaftaran tanah secara sistematis. Pendaftaran tanah secara
sporadik merupakan pendaftaran tanah dimana pemohon harus mengurus
seluruh proses pendaftaran tanah secara mandiri ke Badan Pertanahan
Nasional dan dilakukan atas inisiatif dan permintaan pihak yang
berkepentingan atas tanah tersebut, sedangkan pendaftaran tanah secara
sistematis merupakan pendaftaran tanah yang dilakukan serentak yang
dilaksanakan melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap) dan merupakan pendaftaran tanah yang diberlakukan secara
khusus bermaksud memudahkan masyarakat di kawasan yang sedang
diselenggarakan.

2. Hambatan yang ditemui sehingga penyelenggaraan pendaftaran sertifikat
hak milik atas tanah di Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala
belum berjalan dengan baik disebabkan oleh berbagai faktor di antaranya
kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peranan sertifikat hak milik
atas tanah, perekonomian masyarakat yang minim, adanya anggapan
bahwasannya penduduk sekitar dan aparatur Gampong mengetahui
kepemilikan tanah seseorang tersebut dan adanya kendala administrasi
dalam pengurusan pendaftaran tanah serta masyarakat tidak memiliki

waktu untuk pengurusan dikarenakan pekerjaan masyarakat.

54
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3. Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi yang berperan
menyelenggarakan pendaftaran tanah wajib berupaya sedemikian rupa
agar kepastian hukum dalam bidang agraria dapat tercapai. Adapun dari
kendala yang ada di Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala dapat
diperoleh solusi-solusi yang sudah dilakukan oleh BPN Kota Banda Aceh
dan dapat digunakan oleh masyarakat selurunhnya guna mengatasi aspek
yang menjadi penghambat, sehingga kedepannya penyelenggaraan
pendaftaran tanah ini dapat berjalan menjadi lebih baik lagi. Adapun
upaya tersebut yaitu BPN Kota Banda Aceh sudah menyediakan berbagai
informasi terkait pendaftaran tanah yang dapat diakses oleh seluruh
masyarakat Gampong Deah Raya, memberikan layanan prima kepada
pemohon pendaftaran tanah dengan selalu membuka ruang untuk
membantu masyarakat yang mengalami kendala, dan BPN Kota Banda
Aceh sudah menyelenggarakan PTSL di Gampong Deah Raya yang
bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap
masyarakat yang belum memiliki sertfikat hak milik atas tanah. Akan
tetapi dari beberapa upaya tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan
baik pada masyarakat Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala.

B. Saran

Setelah memperhatikan bahasan diatas, maka saran dari peneliti yaitu:

1. Sangatlah diharapkan kepada BPN Kota Banda Aceh terus melakukan
peningkatan upaya terhadap hambatan-hambatan yang dialami oleh
masyarakat khususnya pedesaan, seperti mengadakan
penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat secara langsung dan berulang
karena tidak semua masyarakat perdesaan dapat menjangkau upaya yang
diberikan apabila dalam bentuk media elektronik. Tanamkan kesadaran
masyarakat tentang apa yang menjadi hak serta kewajiban mereka sesuai
dengan undang-undang serta melakukan upaya agar masyarakat tidak

beranggapan bahwasannya melakukan pendaftaran tanah itu menjadi hal
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yang tidak begitu wajib untuk ditaati dan masyarakat terus merasa aman
ketika masyarakat tidak memiliki sertifikat hak milik atas tanah.

. Sangatlah diharapkan kepada masyarakat Gampong Deah Raya
Kecamatan Syiah Kuala sendiri untuk bepartisipasi, mempergunakan dan
mendukung program yang telah disediakan oleh BPN Kota Banda Aceh
sebagai upaya pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum
terhadap hak-hak atas tanah. Terlebih lagi ketika adanya upaya-upaya
kedepan yang dimana memungkinkan untuk mempermudah masyarakat
dalam pengurusan sertifikat hak milik atas tanah. Semakin hari maka
kebutuhan akan tanah semakin meningkat, dikarenakan tidak
mendaftarkan tanah memungkinkan dikemudian hari dapat menimbulkan
konflik dan sengketa tanah yang berakar dari ketiadaan bukti hak di tangan
masyarakat dalam bentuk sertifikat.
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Lamp D
Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth,

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banda
Acch
2. Geuchik Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala
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Jin. Bhakti No. 13, Neusu Acch, Kota Banda Aceh, Kecamatan
Alamat sekarang
Baiturrahman
Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud
melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Tbu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi
dengan judul Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran
Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan
terimakasih.

Banda Aceh, 27 Januari 2022an.

Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik danKelembagaan,

Berlaku sampai : 30 Juni 2022
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Sifat . Penting
Lampiran H
Perihal : Penclitian Himiah Mahasiswa
Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar- Raniry
Di-

Banda Aceh

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Ar-
Raniry Nomor : 627/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2022 Tanggal 27 Januari 2022 Perihal tersebut
diatas, dengan ini kami mencrangkan bahwa :

Nama/NIM 3 NANDA ELSA SAFIRAH/180106029
Semester/Jurusan 5 VI TImu Hukum
Alamat : JI. Bhakti No. 13, Neusu Aceh, Banda Aceh

Telah melaksanakan penelitian dan wawancara di Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh
sesuai dengan judul skripsi Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Penyelenggaraan
Pendafraran Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah
Kuala.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih

An. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA BANDA ACEH

PLT. KEPALA SEKSI PENETAPAN HAK
DAN PENDAFTARAN

MAULANA FATAHILLAH, SH
NIP. 19940817 201801 1 002
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LAMPIRAN 4
DAFTAR WAWANCARA DENGAN DINAS BANDAN
PERPERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BANDA ACEH

1. Bagaimana prosedur dalam melakukan pendaftaran sertifikat hak milik atas
tanah di BPN Kota Banda Aceh baik berdasarkan sporadik maupun rencana
kerja Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap?

2. Bagaimana cara instansi BPN mengetahui bahwasannya di kawasan Gampong
Deah Raya masih terdapat masyarakat yang belum melakukan pendaftaran
tanah?

3. Apasaja hambatan yanag melatarbelakangi sehingga pelaksanaan pendaftaran
tanah di Gampong Deah Raya belum terwujudkan dengan sepenuhnya?

4. Apa saja upaya yang sudah dilakukan instansi BPN terhadap hambatan
pelaksanaan pendaftaran tanah yang seharusnya dapat diminimalisirkan oleh
masyarakat Gampong Deah Raya?

5. Apa upaya kedepannya yang akan dilakukan instansi BPN agar kepastian
hukum di bidang pertanahan akan terus bertambah dan semakin terlaksana?
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LAMPIRAN 5

DAFTAR WAWANCARA DENGAN KADUS APARAT GAMPONG
DEAH RAYA, KECAMATAN SYIAH KUALA

1. Apakah sebahagian besar masyarakat di Gampong Deah Raya memahami
prosedur untuk pembuatan sertifikat hak milik atas tanah?

2. Apa faktor yang menjadi kendala sehingga pelaksanaan pendaftaran sertifikat
hak milik atas tanah belum diikuti dengan baik oleh masyarakat sekitar?

3. Apakah jenis/status tanah masyarakat yang umumnya belum besertifikat atau
didaftarkan?

4. Bagaimana pendapat bapak terhadap upaya yang telah disediakan oleh BPN
yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, apakah itu efektif?

5. Bagaimana pendapat bapak terhadap respon masyarakat dengan adanya
kegiatan atas program pemerintah khusus untuk mendaftarkan tanah yang
pernah dilakukan di Gampong Deah Raya ini?
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LAMPIRAN 6

=

DAFTAR WAWANCARA DENGAN PEMILIK TANAH GAMPONG
DEAH RAYA, KECAMATAN SYIAH KUALA
Apakah anda memahami syarat-syarat dan prosedur yang diperlukan untuk
pembuatan sertifikat atas tanah anda baik berdasarkan sistematis lengkap yang
pernah diselenggarakan atau berdasarkan sporadik?
Apakah menurut anda proses pendaftaran sertifikat atas tanah susah dan
rumit?
Bagaimana pendapat anda terhadap pentingnya pelaksanaan pendaftaran
tanah/sertifikat hak milik atas tanah anda?
Apa yang menjadi kendala sehingga anda belum melakukan pendaftaran
sertifikat hak milik atas tanah anda?
Bagaimana pendapat anda terhadap biaya-biaya yang dikenakan dalam
pembuatan sertifikat atas tanah anda?
Bagaimana status kepemilikan tanah anda saat ini?
Apakah anda mengetahui adanya penyuluhan atas program pemerintah khusus
untuk mendaftarkan tanah yang pernah dilakukan di Gampong Deah Raya

ini?



